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ABSTRAK 
 
Nama Penulis : Muh. Akbar Dwi Jaya I 
NIM   : 60800111050 
Judul Penelitian : Studi Tata Bangunan dan Lingkungan di Kelurahan 
 : Wameo Kecamatan Batupoaro Kota Baubau 
 
Perkembangan pembangunan yang begitu cepat di wilayah Kelurahan 
Wameo, tidak dibarengi dengan adanya penataan bangunan dan lingkungan yang 
baik, seperti tidak terlaksananya koefisien dasar bangunan (KDB) dan koefisien dasar 
hijau (KDH) pada fasilitas permukiman dan fasilitas perdagangan dan jasa, membuat 
bangunan-bangunan yang ada di wilayah Kelurahan Wameo terlihat kumuh dan tidak 
beraturan. Tingginya kepadatan bangunan, jarak antara bangunan dan jalan yang 
begitu dekat akibat garis sempadan bangunan yang tidak memadai, serta kurangnya 
ruang terbuka hijau, merupakan masalah-masalah tata bangunan dan lingkugan yang 
ada pada wilayah Kelurahan Wameo. 
Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengidentifikasi kondisi tata 
bangunan dan lingkungan di Kelurahan Wameo dan kemudian membandingkannya 
dengan arahan yang ada dalam RTBL Kawasan Wameo, Kota Baubau, sehingga 
dapat diketahui seberapa besar ketidak sesuaian tata bangunan dan lingkungan di 
kawasan ini. Penelitian ini memiliki batasan mencakup pada koridor jalan-jalan 
utama di wilayah Kelurahan Wameo, yaitu Koridor Jalan Betoambari, Koridor Jalan 
Erlangga, Koridor Jalan Hayam Wuruk, Koridor Jalan Wakaaka, dan Koridor Jalan 
Dr. Wahidin. 
Metode penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, dimana data 
diperoleh melalui hasil observasi, wawancara, serta dokumentasi. Hasil penelitian ini 
menemukan masih banyaknya bangunan yang memiliki tata bangunan dan 
lingkungan yang tidak sesuai dengan arahan RTBL Kawasan Wameo, sehingga 
dibutuhkan adanya pemberian disinsentif seperti pengenaan pajak yang tinggi dan 
pembatasan penyediaan infrastruktur. Serta, dibutuhkan adanya RTH publik dan 
sistem sanitasi yang baik. 
Kata Kunci : Tata Bangunan dan Lingkungan, Ketidak Sesuaian, Peran Pemerintah.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Perkembangan serta pertumbuhan kota banyak dipengaruhi oleh faktor 
sosial, budaya, politik dan yang terutama adalah kondisi geografis lingkungannya. 
Fenomena perkembangan kota yang terjadi belakangan ini mengarah pada 
kecenderungan global, bergaya kota internasional yang modern. Bentuk dan 
penampilan arsitektur kota bergaya internasional tersebut sangat dipengaruhi oleh 
usaha yang dilakukan dalam merajut tatanan ideal dari perancangan kota (urban 
design). 
Peningkatan aktifitas pembangunan membutuhkan ruang yang semakin 
besar dan dapat berimplikasi pada perubahan fungsi lahan/kawasan secara 
signifikan. Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) juga memotivasi 
pertumbuhan penyediaan sarana dan prasarana di daerah, yang faktanya 
menyebabkan peningkatan pengalihan fungsi ruang dan kawasan dalam jangka 
panjang. Di antara kenyataan perubahan lahan dapat ditemui pada pembangunan 
kawasan perkotaan yang membutuhkan ruang yang besar untuk menyediakan 
lahan untuk sarana dan prasarana pemukiman, perindustrian, perkantoran, pusat-
pusat  perdagangan (central business district, CBD) dan sebagainya. Perubahan 
fungsi ruang kawasan menyebabkan menurunnya kulitas lingkungan, seperti 
terjadinya pencemaran, kemacetan, hilangnya ruang publik dan ruang terbuka 
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hijau, serta terjadinya berbagai bencana alam seperti banjir, longsor, kekeringan 
dan sebagainya. 
Dalam Al-Qur’an, telah dijelaskan bahwa Allah SWT melarang kita untuk 
berbuat kerusakan di muka bumi, sebagaimana firman Allah dalam                     
QS Al - A’raf / 7:56 sebagai berikut : 
ا
َ
لَواا ِفِا
ْ
اوُدِسۡفُتاِضرۡ
َ ۡ
لۡٱاَاوا اَهِحََٰلِۡصإا َدۡعَباُهوُعۡدٱااَتََۡحۡرا َِّنإاۚ اًعَمَطَوا اٗفۡوَخاِ َّللّٱا
اَنِ  ماٞبِيرَقَاِينِسۡحُم
ۡ
لٱا٥٦اا
Terjemahan :  
Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) 
dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. 
Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat 
kebaikan. (Kementrian Agama RI, Al – Qur’an dan Terjemahannya, 2016: 157) 
 
Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT Memerintahkan manusia untuk 
tidak membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah menciptakan alam ini 
dengan sempurna, penuh harmoni, serasi dan sangat seimbang untuk mencukupi 
kebutuhan makhluk-Nya. Dalam kaitannya dengan tata bangunan dan lingkungan, 
ayat ini menjelaskan bahwa manusia harus berhati-hati dalam melakukan 
pembangunan dengan memperhatikan lingkungan hidup di sekitarnya, sehinga 
tidak menimbulkan terjadinya kerusakan lingkungan dan kerusakan alam. 
Menurut Spreiregen (1965: 77) penataan bangunan dalam ruang kota akan 
nampak esensinya apabila memperhatikan kualitas proporsi dari setiap bangunan 
yang terbangun, baik dari dinding maupun lantainya serta kondisi kehidupan di 
antar bangunan yang satu dengan yang lain. Seyogyanya, penataan ruang fisik 
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kota, yang harus mampu memperlihatkan kualitas estetika yang baik melalui 
elemen-elemen fisik, penataan bangunan dan  lingkungan yang selaras dengan 
karakteristik kota tersebut.  
Bangunan memiliki arti penting dalam membentuk sebuah jaringan 
struktur jalan dan area publik. Bangunan memang dapat berkembang lebih besar 
atau bahkan lebih kecil untuk bentuk dan tampaknya sesuai dengan keinginan 
pemiliknya (Carmona dkk. 2003 - dalam Mirsa, 2011: 49), namun perkembangan 
tersebut membawa dampak terhadap kondisi ruang-ruang terbuka untuk 
penghijauan, pejalan kaki dan lahan usaha sebagai lingkungan fisik serta 
lingkungan non-fisik yang berhubungan dengan kehidupan sosial, budaya dan 
aktivitas masyarakat. Seiring dengan berjalannya waktu, akan terjadi 
perkembangan kebutuhan aktivitas dalam masyarakat yang berdampak pada 
perkembangan sebuah bangunan. Tidak jarang juga akan terjadi titik jenuh dan 
kemudian akan terjadi proses perubahan luasan kapling dan bangunan, bisa 
berupa penambahan, pengurangan atau terbentuknya bangunan dan kapling baru. 
(Cozen dlm Carmona dkk, 2003: 50).  
Memadukan antara kebijaksanaan perencanaan kota dengan perancangan 
kota sangat diperlukan dalam mewujudkan lingkungan binaan yang tanggap 
terhadap isu lingkungan baik yang bersifat fisik maupun non–fisik. Salah satu 
produk rencana kota yang banyak dikembangkan dalam menghadapi tuntutan 
pengaturan ini adalah penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan 
(RTBL). 
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Sebagai suatu produk dari perancangan kota (urban design), maka RTBL 
akan lebih banyak mengkaji aspek-aspek kualitas ruang kota secara visual 
maupun fungsional. Sebagai kelanjutan dari rencana kota yang telah ada, maka 
RTBL lebih banyak memberikan arahan dan aturan pembangunan secara 3 
dimensi, seperti Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan 
(KLB), Garis Sempadan Bangunan (GSB), ketinggian bangunan dan Koefisien 
Dasar Hijau (KDH). Bangunan sebagai elemen fisik utama akan banyak dikaji, 
demikian juga dengan jalan dan ruang-ruang terbuka (street and square) sebagai 
elemen pembentuk struktur ruang kota. RTBL juga dimaksudkan untuk 
melengkapi peraturan daerah, meningkatkan kualitas bangunan gedung dan 
lingkungan yang memiliki kesatuan karakter serta menjamin implementasi 
pembangunan dan menjamin terpeliharanya hasil pembangunan dengan mendaya-
upayakan peran masyarakat. 
Kota Baubau merupakan kota yang secara geografis terletak di Pulau 
Buton, Sulawesi Tenggara, dengan luas wilayah administrasi sekitar 221,00 km
2
. 
Kota Baubau terdiri dari 8 Kecamatan dan 43 Kelurahan/Desa. Kota Baubau 
merupakan kota yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat 
akibat aktifitas perdagangan dan industri yang ada di kota ini, Hal ini dapat dilihat 
dari perkembangan pembangunan Kota Baubau yang terus melakukan 
pembangunan sarana prasarana perkotaan. Dampak dari hal tersebut membuat 
pertumbuhan ekonomi kota ini yang pada akhirnya mengakibatkan perkembangan 
dan pertumbuhan penduduk.  
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Pertumbuhan penduduk yang semakin pesat akan berdampak pada 
meningkatnya kebutuhan akan lahan sebagai perumahan, jaringan utilitas serta 
sarana dan prasarana penunjang lainnya. Pertumbuhan permukiman, sarana dan 
prasarana merupakan elemen perkotaan yang membutuhkan penataan khusus 
sehingga mampu menciptakan suatu tatanan kota yang tetap berada pada daya 
tampung kota tersebut namun tetap memperhatikan segi estetika dan keindahan 
suatu kota. 
Dengan semakin berkembangya pembangunan sarana dan prasarana di 
wilayah perkotaan Kota Baubau, sehingga dibutuhkan suatu arahan terkait tata 
ruang wilayah Kota Baubau, yang kemudian di perinci dengan membuat arahan 
tengtang tata bangunan dan lingkungan di kawasan-kawasan yang cukup 
memiliki pengaruh terhadap perkembangan suatu kota.  
Salah satu wilayah di Kota Baubau yang perlu dilakukan studi terkait tata 
bangunan dan lingkungannya adalah di Kelurahan Wameo, Kecamatan Batupoaro 
yang memiliki luas wilayah 0,18 Km
2
. Dalam Perda Kota Baubau No. 1 Thn 2012 
tentang RTRW Kota Baubau tahun 2011-2030, menetapkan bahwa Kelurahan 
Wameo merupakan sub pusat pelayanan Kota Baubau yang memiliki fungsi 
sebagai sub pusat pelayanan pemerintah dan perdagangan dan jasa. Sebagai sub 
pusat pelayanan kota dan lokasi Kelurahan Wameo yang sangat strategis, 
Kelurahan Wameo tentu mengalami perkembangan pembangunan yang cukup 
pesat, yang kemudian diikuti dengan semakin meningkatnya kepadatan penduduk 
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di wilayah Kelurahan Wameo dengan tingkat kepadatan penduduk pada tahun 
2014 mencapai 28.161 jiwa/km
2
. 
Perkembangan pembangunan yang begitu cepat di kawasan ini, tidak 
dibarengi dengan adanya penataan bangunan dan lingkungan yang baik, seperti 
tidak terlaksananya koefisien dasar bangunan (KDB) dan koefisien dasar hijau 
(KDH) pada fasilitas permukiman dan fasilitas perdagangan dan jasa, membuat 
bangunan-bangunan yang ada di wilayah Kelurahan Wameo terlihat kumuh dan 
tidak beraturan. Tingginya kepadatan bangunan, jarak antara bangunan dan jalan 
yang begitu dekat akibat garis sempadan bangunan yang tidak memadai, serta 
kurangnya ruang terbuka hijau, merupakan masalah-masalah tata bangunan dan 
lingkugan yang ada pada wilayah Kelurahan Wameo.  
Melihat permasalahan yang ada pada wilayah Kelurahan Wameo tersebut, 
sehingga penelitian ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi kondisi tata 
bangunan dan lingkungan di Kelurahan Wameo dan kemudian 
membandingkannya dengan arahan yang ada dalam RTBL Kawasan Wameo, 
Kota Baubau. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dirumuskan 
masalah dalam penelitian ini, yaitu : 
1. Seberapa besar ketidak sesuaian tata bangunan dan lingkungan di Kelurahan 
Wameo Kecamatan Batupoaro Kota Baubau ? 
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2. Bagaimana peran pemerintah terhadap penataan bangunan dan lingkungan di 
Kelurahan Wameo Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu : 
1. Untuk menjelaskan kondisi tata bangunan dan lingkungan di Kelurahan 
Wameo Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau dan membandingkannya dengan 
arahan yang ada pada RTRW Kota Baubau dan RTBL Kawasan Wameo, 
Kota Baubau. 
2. Untuk mengetahui seberapa besar ketidak sesuaian tata bangunan dan 
lingkungan di Kelurahan Wameo, terhadap rencana tata bangunan dan 
lingkungan (RTBL) Kawasan Wameo. 
3. Untuk mengetahui peran pemerintah Kota Baubau terhadap penataan 
bangunan dan lingkungan di Kelurahan Wameo Kecamatan Batupoaro. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Manfaat dilakukannya penelitian ini yaitu : 
1. Sebagai masukan dan bahan pertimbangan terhadap pemerintah Kota Baubau 
mengenai tata bangunan dan lingkungan di Kelurahan Wameo, Kecamatan 
Batupoaro, Kota Baubau. 
2. Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya maupun penelitian terkait 
lainnya. 
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E. Ruang Lingkup Penelitian 
1. Ruang Lingkup Wilayah Penelitian 
Ruang lingkup wilayah penelitian atau lokasi studi yang dijadikan 
objek penelitian berada di Kelurahan Wameo Kecamatan Batupoaro, Kota 
Baubau. Kelurahan Wameo merupakan salah satu dari 6 kelurahan yang ada 
di Kecamatan Batuporo, dimana Kelurahan Wameo memiliki luas wilayah 
0,18 km
2
. 
Batas-batas administrasi Kelurahan Wameo adalah sebagai berikut: 
Sebelah Utara   : Selat Buton dan Kelurahan Kobula 
Sebelah Selatan  : Kelurahan Wajo 
Sebelah Barat   : Kelurahan Tarafu 
Sebelah Timur  : Kecamatan Lanto 
Pemilihan studi kasus di Kelurahan Wameo ini, dikarenakan 
Kelurahan Wameo memiliki  perkembangan pembangunan yang cepat dan 
merupakan kawasan perumahan dengan kepadatan tinggi. Sehingga, apabila 
tidak dilakukan penataan bangunan dan lingkungannya maka akan berdampak 
buruk terhadap perkembangan Kelurahan Wameo pada masa yang akan 
datang. 
2. Ruang Lingkup Materi 
Ruang lingkup materi dari penelitian ini mencakup pada bagaimana 
kondisi tata bangunan dan lingkungan di Kelurahan Wameo yang 
diidentifikasi dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai 
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Bangunan (KLB), Garis Sempadan Bangunan (GSB), dan Koefisien Dasar 
Hijau (KDH) yang kemudian membandingkannya dengan arahan peraturan 
yang telah ada, dalam hal ini RTBL Kawasan Wameo, Kota Baubau. Serta 
mencakup tentang peran pemerintah mengenai tata bangunan dan lingkungan 
di Kelurahan Wameo, khususnya Dinas Tata Kota dan Bangunan Kota 
Baubau. 
 
F. Batasan Penelitian 
Penelitian ini mencakup bangunan-bangunan yang berada pada ruas jalan-
jalan utama di Kelurahan Wameo Kecamatan Batupoaro, meliputi Koridor Jalan 
Betoambari, Koridor Jalan Erlangga, Koridor Jalan Hayam Wuruk, Koridor Jalan 
Wakaaka, dan Koridor Jalan Dr. Wahidin. 
 
G. Sistematika Penulisan 
Untuk memberikan gambaran keseluruhan dari penelitian ini, maka dapat 
diuraikan secara garis besar, sebagai berikut : 
BAB I  : PENDAHULUAN 
Bab ini menguraiakan latar belakang, rumusan masalah, 
tujuan, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan 
sistematika pembahasan. 
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BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini akan membahas tentang rujukan teori dan materi yang 
berhubungan/memperkuat pengambilan keputusan/interpretasi 
dan identifikasi terhadap data dan analisa yang akan 
dilakukan. 
BAB III  : METODOLOGI PENELITIAN 
Bab ini berisi tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu 
penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, 
variable penelitian, metode analisa data, dan definisi 
operasional, serta kerangka berpikir. 
BAB IV  : HASIL DAN PEMBAHASAN 
Bab ini berisi data dan hasil analisis penelitian yaitu gambaran 
umum wilayah penelitian, kondisi tata bangunan Kelurahan 
Wameo, kondisi tata lingkungan Kelurahan Wameo, analisi, 
peran pemerintah terhadap tata bangunan dan lingkungan di 
Kelurahan Wameo dan tinjauan penelitian dalam perspektif 
islam. 
BAB V  : PENUTUP 
Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil 
penelitian. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Kota, Perkotaan dan Permukiman 
1. Kota 
Kota merupakan kawasan pemukiman yang secara fisik ditunjukkan 
oleh kumpulan rumah-rumah yang mendominasi tata ruangnya dan memiliki 
berbagai fasilitas untuk mendukung kehidupan warganya secara mandiri. 
Menurut Bintarto, dari segi geografis kota diartikan sebagai suatu 
sistim jaringan kehidupan yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang 
tinggi dan diwarnai dengan strata ekonomi yang heterogen dan bercorak 
materialistis atau dapat pula diartikan sebagai bentang budaya yang 
ditimbulkan oleh unsur-unsur alami dan non alami dengan gejala-gejala 
pemusatan penduduk yang cukup besar dengan corak kehidupan yang bersifat 
heterogen dan materialistis dibandingkan dengan daerah dibelakangnya. 
Sedangkan menurut Peraturan Mendagri RI No. 4/ 1980, Kota adalah 
suatu wilayah yang memiliki batasan administrasi wilayah seperti kotamadya 
dan kota administratif. Kota juga berati suatu lingkungan kehidupan perkotaan 
yang mempunyai ciri non agraris, misalnya ibukota kabupaten, ibukota 
kecamatan yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan. 
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2. Perkotaan 
Menurut undang-undang penataan ruang no. 26 tahun 2007 Kawasan 
perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian 
dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, 
pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan 
kegiatan ekonomi. 
Kawasan perkotaan menurut besarannya dapat berbentuk kawasan 
perkotaan kecil, kawasan perkotaan sedang, kawasan perkotaan besar, 
kawasan metropolitan, atau kawasan megapolitan. 
3. Permukiman 
Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan 
lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi 
sebagagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat 
kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan (UU no.4 tahun 
1992, tentang Perumahan dan Permukiman). 
Permukiman adalah kawasan yang didominasi oleh lingkungan yang 
dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan dan tempat kerja yang 
memberikan pelayanan dan kesempatan kerja yang terbatas untuk mendukung 
perikehidupan dan penghidupan, sehingga fungsinya dapat berdaya guna dan 
berhasil guna. Permukiman ini dapat berupa permukiman perkotaan maupun 
permukiman perdesaan (Kamus Tata Ruang Tahun 1997). Permukiman adalah 
tempat atau daerah untuk bertempat tinggal dan menetap (Kamus Tata Ruang 
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1997) Permukiman di dalam kamus tata ruang terdiri dari tiga pengertian 
yaitu : 
a. Bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik yang berupa 
kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan yang berfungsi sebagai 
lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan 
yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. 
b. Kawasan yang didomisili oleh lingkungan hunian dengan fungsi utama 
sebagai tempat tinggal yang dilengkapi dengan prasarana, sarana 
lingkungan dan tempat kerja yang memberikan pelayanan dan kesempatan 
kerja terbatas untuk mendukung perikehidupan dan penghidupan sehingga 
fungsi permukiman tersebut dapat berdaya guna dan berhasil guna.  
c. Tempat atau daerah untuk bertempat tinggal atau tempat untuk menetap. 
Permukiman adalah suatau lingkungan hidup yang meliputi masalah 
lapangan kerja, struktur perekonomian dan masalah kependudukan yang 
bukan saja mencakup mengenai pemerataan dan penyebaran penduduk 
melainkan juga menyangkut kualitas manusia yang diharapkan pada generasi 
mendatang (Hardriyanto. D, 1986: 17).  
Konsep permukiman menurut daxiadis dalam soedarsono (1986) 
adalah sebagai berikut: permukiman adalah penataan kawasan yang dibuat 
oleh manusia dan tujuannya adalah untuk berusaha hidup secara lebih mudah 
dan lebih baik terutama pada masa kanak-kanak) memberi rasa bahagia dan 
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rasa aman (seperti diisyaratkan oleh aristoteles). Dan mengandung kesimpulan 
untuk membangun manusia seutuhnya. 
Batubara Dalam Blaang (1986) merumuskan bahwa permukiman 
adalah suatu kawasan perumahan yang ditata secara fungsional, ekonomi dan 
fisik tata ruang yang dilengkapi dengan prasarana lingkungan, sarana secara 
umum dan fasilitas sosial sebagai suatu kesatuan yang utuh dengan 
membudidayakan sumber daya dan dana, mengelolah lingkungan yang ada 
untuk mendukung kelangsungan peningkatan mutu kehidupan manusia, 
memberi rasa aman, tentram dan nikmat, nyaman dan sejahtera dalam 
keserasian dan keseimbangan agar berfungsi sebagai wadah yang dapat 
melayani kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. 
 
B. Tata Guna Lahan 
Land use atau tata guna lahan adalah pengaturan mengenai penggunaan 
lahan dimana memerlukan sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya.  
Menurut Trancik (1986) tata guna lahan terdiri dari lahan terbangun (urban solid) 
dan lahan terbuka (urban volid). Pendekatan “figure ground” adalah suatu bentuk 
usaha untuk memanipulasi atau mengolah pola “existing figure ground” dengan 
cara penambahan, pengurangan, atau pengubahan pola geometris dan juga 
merupakan bentuk analisa hubungan antar massa bangunan dengan ruang terbuka. 
Figure ground menekankan adanya “public civic space” atau “open space” pada 
kota sebagai figure. Melalui “figure ground plan” dapat diketahui antara lain pola 
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atau tipologi, konfigurasi “solid void” yang merupakan elemental kawasan atau 
pattern kawasan penelitian, kualitas ruang luar sangat dipengaruhi oleh figure 
bangunan-bangunan yang melingkupinya, dimana tampak bangunan merupakan 
dinding ruang luar, oleh karena itu tata letak, bentuk dan fasade (bagian muka) 
sistem bangunan harus berada dalam sistem ruang luar yang membentuknya. 
Komunikasi antara privat dan publik tercipta secara langsung. Ruang yang 
mengurung (enclosure) merupakan void yang paling dominan, berskala manusia 
(dalam lingkup sudut pandang mata 25-30 derajat). Void adalah ruang luar yang 
berskala interior, dimana ruang tersebut seperti di dalam bangunan, sehingga 
ruang luar yang “enclosure” terasa seperti interior. Diperlukan keakraban antar 
bangunan seperti private domain dan ruang luar sebagai public dominan yang 
menyatu.  
1. Urban Solid 
Solid adalah bentukan fisik dari kota, yaitu berupa bangunan-bangunan dan 
blok-blok kosong. Tipe urban solid terdiri dari : 
a. Massa bangunan, monument 
b. Persil lahan blok hunian yang ditonjolkan 
c. Edges yang berupa bangunan 
2. Urban Void 
Void adalah ruang kosong yang terdapat diantara bangunan-bangunan atau 
tatanan bangunan yang terbentuk oleh adanya ruang terbuka, misalnya jalan 
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yang merupakan ruang penghubung antar bangunan. Tipe urban void terdiri 
dari : 
a. Ruang terbuka berupa pekarangan yang bersifat transisi antara publik dan 
privat 
b. Ruang terbuka di dalam atau dikelilingi massa bangunan bersifat semi 
privat sampai privat 
c. Jaringan utama jalan dan lapangan bersifat publik karena mewadahi 
aktifitas publik berskala kota 
d. Area parkir publik biasa berupa taman parkir sebagai nodes yang 
berfungsi preservasi kawasan hijau 
e. Sistem ruang terbuka yang berbentuk linear dan curvilinear. Tipe ini 
berupa daerah aliran sungai, danau dan semua yang alami. 
Tata guna lahan terbagi menjadi dua bagian, yaitu : 
1. Kawasan terbangun, meliputi fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas 
peribadatan, fasilitas perumahan, fasilitas perkantoran, fasilitas rekreasi dan 
olahraga, fasilitas perdagangan dan jasa, serta fasilitas umum. 
2. Kawasan terbuka/tak terbangun, 
a. RTH (Ruang Terbuka Hijau) adalah ruang dalam kota atau wilayah yang 
lebih luas baik dalam bentuk areal memanjang/jalur maupun dalam bentuk 
lain, dimana dalam penggunannya lebih bersifat pengisisan hijau tanaman 
atau tumbuhan. 
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b. Daerah konservasi adalah daerah yang mengandung arti perlindungan 
sumberdaya alam dan tanah terbuka serta pelestarian daerah perkotaan. 
Kawasan lindung diatur dalam kepres RI No. 32 Tahun 1990. 
 
C. Tata Bangunan 
Tata bangunan adalah pengaturan pembagian wilayah menjadi unit yang 
lebih kecil untuk tujuan pengaturan pemakaian tanah serta bangunan-
bangunannya. Peraturan tata bangunan dibedakan dari segala undang-undang 
seperti undang-undang bangunan, kebakaran, kesehatan, dan perumahan. Undang-
undang bangunan dan kebakaran menyangkut cara bangunan itu dibangun, untuk 
menjamin keamanan bangunan tersebut terhadap bahaya kebakaran atau bahaya 
lainnya. Undang-undang kesehatan dan perumahan pada umumnya menyangkut 
jaminan bahwa bangunan dibuat tidak kurang dari standar minimum kesehatan. 
Tata bangunan khusus membagi semua tanah bangunan menjadi beberapa 
klasifikasi, masing-masing untuk tujuan tinggal, komersial, dan industri supaya 
setiap fungsi dari lingkungan masyarakat akan mendapatkan cukup tanah dalam 
lokasi yang sesuai dengan kebutuhannya dan ditempatkan sedemikian rupa 
supaya secocok mungkin dengan tujuannya. Tata bangunan juga mengontrol 
ukuran persil tanah, besar dan tinggi bangunan, serta persyaratan bagian ruang 
yang tidak dibangun pada persil. Hal ini dilakukan supaya intensitas pemakaian 
tanah dapat dikontrol untuk memberikan standar penerangan alam, udara dan 
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kesendirian (privasi) kepada penduduk, untuk membatasi kepadatan jalan dan 
meningkatkan pelayanan umum. 
Tujuan penataan bangunan pada kawasan perencanaan adalah untuk 
menciptakan bentuk dan massa bangunan yang sesuai dengan regulasi Rencana 
Detail Tata Ruang. 
1. Ketentuan tata massa bangunan adalah ketentuan yang mengatur bentuk, 
besaran, peletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zonasi. Komponen 
ketentuan tata massa bangunan minimum terdiri atas: garis sempadan 
bangunan minimum dengan mempertimbangkan keselamatan, resiko 
kebakaran, kesehatan, kenyamanan, dan estetika, tinggi bangunan maksimum 
atau minimum yang ditetapkan dengan mempertimbangkan keselamatan, 
resiko kebakaran, teknologi, estetika dan prasarana dan jarak bebas antar 
bangunan minimum yang harus memenuhi ketentuan tentang jarak bebas yang 
ditentukan oleh jenis peruntukan dan ketinggian bangunan serta tampilan 
bangunan (optional) yang mempertimbangkan warna bangunan, keindahan 
serta keserasian dengan lingkungan sekitarnya. 
2. Bentuk bangunan dalam hal ini dapat dilihat dari kondisi bangunan itu seperti, 
bentuk bangunan permanen, semi permanen dan darurat. 
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D. Bentuk dan Massa Bangunan 
Menurut Hamid Shirvani (1985), Bentuk dan massa bangunan ditentukan 
oleh tinggi dan besarnya bangunan, KDB, KLB, sempadan, skala, material, 
warna, dan sebagainya.  
Building form and massing membahas mengenai bagaimana bentuk dan 
massa-massa bangunan yang ada dapat membentuk suatu kota serta bagaimana 
hubungan antar-massa (banyak bangunan) yang ada. Pada penataan suatu kota, 
bentuk dan hubungan antar-massa seperti ketinggian bangunan, jarak antar-
bangunan, bentuk bangunan, fasad bangunan, dan sebagainya harus diperhatikan 
sehingga ruang yang terbentuk menjadi teratur, mempunyai garis langit - horizon 
(skyline) yang dinamis serta menghindari adanya lost space (ruang tidak terpakai). 
Building form and massing dapat meliputi kualitas yang berkaitan dengan 
penampilan bangunan, yaitu :  
1. Ketinggian Bangunan  
Ketinggian bangunan berkaitan dengan jarak pandang manusia, baik yang 
berada dalam bangunan maupun yang berada pada jalur pejalan kaki (luar 
bangunan). Ketinggian bangunan pada suatu kawasan membentuk sebuah garis 
horizon (skyline). Ketinggian bangunan di tiap fungsi ruang perkotaan akan 
berbeda, tergantung dari tata guna lahan. Sebagai contoh, bangunan di sekitar 
bandara akan memiliki ketinggian lebih rendah dibanding bangunan di kawasan 
perekonomian. 
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2. Kepejalan Bangunan  
Pengertian dari kepejalan adalah penampilan gedung dalam konteks kota. 
Kepejalan suatu gedung ditentukan oleh perbandingan tinggi : luas : lebar : 
panjang, olahan massa (desain bentuk), dan variasi penggunaan material.  
3. Koefisien Lantai Bangunan (KLB)  
Koefisien Lantai Bangunan adalah jumlah luas lantai bangunan 
berbanding luas tapak. Koefisien Lantai Bangunan dipengaruhi oleh daya dukung 
tanah, daya dukung lingkungan, nilai harga tanah, dan faktor-faktor khusus 
tertentu sesuai dengan peraturan atau kepercayaan daerah setempat.  
4. Koefisien Dasar Bangunan (Building Coverage)  
Koefisien Dasar Bangunan adalah luas tapak yang tertutup dibandingkan 
dengan luas tapak keseluruhan. Koefisien Dasar Bangunan dimaksudkan untuk 
menyediakan area terbuka yang cukup di kawasan perkotaan agar tidak 
keseluruhan tapak diisi dengan bangunan. Hal ini dimaksudkan agar daur 
lingkungan tidak terhambat, terutama penyerapan air ke dalam tanah.  
5. Garis Sempadan Bangunan (GSB)  
Garis Sempadan Bangunan merupakan jarak bangunan terhadap as jalan. 
Garis ini sangat penting dalam mengatur keteraturan bangunan di tepi jalan kota. 
Selain itu juga berfungsi sebagai jarak keselamatan pengguna jalan, terutama jika 
terjadi kecelakaan. 
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6. Langgam  
Langgam atau gaya dapat diartikan sebagai suatu kumpulan karakteristik 
bangunan dimana struktur, kesatuan dan ekspresi digabungkan di dalam satu 
periode atau wilayah tertentu. Peran dari langgam ini dalam skala urban jika 
direncanakan dengan baik dapat menjadi guide line yang dapat menyatukan 
fragmen-fragmen dan bentuk bangunan di kota.  
7. Skala  
Rasa akan skala dan perubahan-perubahan dalam ketinggian ruang atau 
bangunan dapat memainkan peranan dalam menciptakan kontras visual yang 
dapat membangkitkan daya hidup dan kedinamisan.  
8. Material  
Peran material berkenaan dengan komposisi visual dalam perancangan. 
Komposisi yang dimaksud diwujudkan oleh hubungan antar elemen visual.  
9. Tekstur  
Dalam sebuah komposisi yang lebih besar (skala urban) sesuatu yang 
dilihat dari jarak tertentu maka elemen yang lebih besar dapat menimbulkan efek-
efek tekstur.  
10. Warna  
Dengan adanya warna (kepadatan warna, kejernihan warna), dapat 
memperluas kemungkinan ragam komposisi yang dihasilkan. 
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Menurut Spreiregen (1965), prinsip dasar perancangan kota mensintesa 
berbagai hal penting berkaitan bentuk dan massa bangunan, meliputi berbagai hal 
sebagai berikut :  
1. Skala, dalam hubungannya dengan sudut pandang manusia, sirkulasi, 
bangunan disekitarnya dan ukuran kawasan. 
2. Ruang kota, yang merupakan elemen dasar dalam perencanaan kota yang 
harus memperhatikan bentuk (urban form), skala, sense of enclosure dan tipe 
urban space.  
3. Massa kota (urban mass), yang di dalamnya meliputi bangunan, permukaan 
tanah, objek-objek yang membentuk ruang kota dan pola aktivitas.  
 
E. Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Garis 
Sempadan Bangunan (GSB), Jumlah Lantai Bangunan, dan Koefisien Dasar 
Hijau (KDH) 
1. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) 
Maksud dari penetapan atau penentuan angka KDB adalah untuk tetap 
menyediakan ruang terbuka sebagai perbandingan antara lahan terbangun dan 
lahan tidak terbangun pada suatu kawasan, sehingga peresapan air tanah tidak 
terganggu, kebutuhan udara terbuka dapat dipenuhi dan citra arsitektur 
lingkungan dapat terpelihara. 
Angka KDB dipergunakan untuk mengatur intensitas kepadatan dasar 
bangunan pada suatu kawasan yang ditujukan dengan mengaitkan antara luas 
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lantai dasar bangunan dengan luas tanah/kavling tempat bangunan itu berdiri. 
Dasar perhitungan KDB ini hanya memperhitungkan luas bangunan yang 
tertutup atap, jalan setapak dan halaman dengan pengerasan yang tidak 
beratap tidak termasuk dalam aturan ini. Sebagai contoh jika kita mempunyai 
lahan 300 m
2
 dan KDB yang ditentukan 60%, maka area yang dapat kita 
bangun hanya 60% x 300 m
2
 = 180 m
2
. Kalau lebih dari itu artinya kita 
melebihi KDB yang ditentukan. 
Secara matematis, KDB dapat dinyatakan dalam persamaan :  
KDB = (Luas Lantai Bangunan : Luas Lahan/kavling) X 100% 
2. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) 
KLB atau floor coverage ratio adalah besaran ruang yang dihitung 
dari angka perbandingan jumlah luas seluruh lantai bangunan terhadap luas 
tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana teknis 
ruang kota. KLB merupakan ukuran yang menunjukkan proporsi total luas 
lantai suatu bangunan dengan luas kapling dimana bangunan tersebut berdiri. 
Maksud penetapan angka KLB adalah untuk mengatur kepadatan 
bangunan suatu kawasan. Pengaturan KLB ini bertujuan untuk : 
a. Menciptakan dan memberikan ruang luar nyaman, yang masih 
memungkinkan masuknya pencahayaan dan pengudaraan alami pada 
daerah terbuka, serta cukup tersedia jalur pejalan kaki untuk menampung 
arus manusia yang ditimbulkan oleh adanya kegiatan dikawasan tersebut. 
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b. Memperoleh keseimbangan antara arus atau kapasitas kendaraan yang 
ditimbulkan oleh suatu kegiatan dalam suatu bangunan dengan kapasitas 
jalan yang ada. 
c. Memberikan karakter pada suatu kawasan kota dengan kapasitas jalan 
yang ada. 
d. Adapun pertimbangan-pertimbangan dalam menentukan angka KLB 
adalah jenis penggunaan lahan, angka KDB, ukuran jalan, jarak bangunan, 
dan ketinggian bangunan. 
Secara matematis, KLB dapat dinyatakan dalam persamaan :  
KLB = (Total Luas Lantai Bangunan : Luas Lahan/kavling) 
Contoh, setelah kita menghitung luas lantai dasar beserta lantai 
atasnya ternyata luasannya 200 m2. Kalau lahannya 200 m2, maka nilai KLB 
bangunan kita adalah 1.0. Kalau ditentukan KLB di rumah kita 1.2, maka nilai 
KLB kita masuk. Yang tidak boleh adalah melebihi dari yang ditentukan. 
3. Garis Sempadan Bangunan (GSB) 
GSB atau building demarcation line adalah garis batas dalam 
mendirikan bangunan di suatu persil atau petak yang tidak boleh dilewatinya. 
Garis ini bisa membatasi fisik bangunan ke arah depan, belakang, ataupun 
samping. Lebar GSB biasanya dihitung seperempat dari lebar Daerah Milik 
Jalan (DMJ) dan ditarik dari batas Garis Sempadan Pagar (GSP). 
Garis Sempadan Samping/Belakang Bangunan (GSpS/GSpB), yaitu 
sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap garis batas 
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samping atau belakang kapling, dihitung dari garis batas kapling terhadap 
batas terluar samping atau belakang bangunan yang berfungsi sebagai ruang, 
untuk pertimbangan faktor keselamatan antar bangunan.  
Secara umum GSB adalah garis imaginer yang menentukan jarak 
terluar muka bangunan terhadap batas daerah milik jalan. Besarnya GSB ini 
tergantung dari besar jalan yang ada di depannya. Jalan yang lebar tentu saja 
mempuyai jarak GSB yang lebih besar dibandingkan jalan yang mempunyai 
lebar yang lebih kecil. Biasanya jarak GSB ini rumusnya adalah setengah 
lebar jalan, apabila lebar jalan adalah 10 meter, maka GSB-nya adalah 5 
meter, artinya jarak terluar yang diizinkan bangunan berdiri adalah 5 meter 
dari pinggir jalan. 
4. Jumlah Lantai Bangunan 
Yang dimaksud dengan jumlah lantai bangunan atau ketinggian 
bangunan adalah berapa lantai yang diijinkan di area tersebut yang dapat 
dibangun. Ketinggian banguan ini sebenarnya hanya untuk menciptakan 
skyline lingkungan yang diharapkan. Yang sering terjadi di lapangan adalah 
ketinggian bangunan melebihi dari yang ditentukan. Misalnya area tersebut 
adalah area perumahan dengan ketinggian rata-rata 2 lantai, karena tanahnya 
kecil sementara ruangan yang diperlukan banyak, maka rumahnya mencapai 4 
lantai seperti halnya ruko-ruko. Itu yang tidak boleh. Skyline lingkungan tidak 
terbentuk. Bisa dibayangkan ada bangunan tinggi di antara bangunan rendah. 
Atau sebaliknya, di area cluster untuk rumah-rumah yang besar dengan 
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ketinggian rata-rata 2 lantai ada bangunan kecil dengan ketinggian 1 lantai. 
Apa yang terjadi, Tentu saja suasana lingkungan yang diharapkan tidak 
tercipta semestinya. 
Secara matematis, TB atau jumlah lantai bangunan dapat dinyatakan 
dalam persamaan :  
Jumlah Lantai Bangunan = KLB : KDB 
5. Koefisisen Dasar Hijau (KDH) 
KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang 
terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi 
pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang 
dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.  
Koefisien dasar hijau (KDH) ditetapkan sesuai dengan peruntukan 
dalam rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan. KDH minimal 10% 
pada daerah sangat padat. KDH ditetapkan meningkat setara dengan naiknya 
ketinggian bangunan dan berkurangnya kepadatan wilayah.  
Untuk perhitungan KDH secara umum, digunakan rumus :  
KDH = (Luas Daerah Hijau/Terbuka : Luas Lahan/kavling) X 100% 
Ruang terbuka hijau yang termasuk dalam KDH sebanyak mungkin di 
peruntukkan bagi penghijauan/penanaman di atas tanah. Dengan demikian 
area parkir dengan lantai perkerasan masih tergolong RTH sejauh ditanami 
pohon peneduh yang ditanam di atas tanah, tidak di dalam wadah kedap air. 
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KDH tersendiri dapat ditetapkan untuk tiap-tiap kelas bangunan dalam 
kawasan-kawasan bangunan, dimana terdapat beberapa kelas bangunan dan 
kawasan campuran. 
Dalam menentukan koefisien dasar hijau (KDH) suatu blok 
peruntukan dilakukan dengan memperimbangkan aspek sebagai berikut : 
a. Tingkat pengisian/peresapan air (water recharge) 
b. Besar pengaliran air (kapasitas drainase) 
c. Rencana tata ruang (RTH, tipe zonasi, dll) 
Tata letak ruang terbuka hijau dalam kawasan perencanaan 
mempunyai peranan penting agar manfaatnya yang tinggi terhadap kehidupan 
terkait dengan fungsi ekologis, sosial, ekonomi maupun estetikanya dapat 
tercapai. 
Hijau pekarangan merupakan ruang terbuka hijau yang bersifat privat 
karena lokasinya berada adalam kavling kepemilikan lahan masing-masing. 
Luas lahan untuk hijau pekarangan disesuaikan dengan ketentuan koefisien 
dasar bangunan (KDB) berdasarkan zona masing-masing dalam kawasan 
tersebut. 
 
F. Tata Lingkungan 
Penataan lingkungan hidup adalah rangkaian kegiatan menata sebuah 
kawasan agar lebih bermanfaat secara optimal berdasarkan ketentuan dalam 
rencana tata ruang wilayah. Kawasan yang penataan rapih dan tertata dengan baik 
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dan disesuaikan dengan fungsi kawasan tersebut, akan menjadikan kawasan 
tersebut menjadi lebih bermanfaat. 
Manusia sangat berperan dalam menjadikan lingkungan yang bersih, 
nyaman, indah, dan rindang. Satu faktor yang paling utama adalah bersih. 
Lingkungan yang bersih adalah lingkungan yang tidak ada kotoran (sampah) 
berserakan, yang memiliki kondisi udara banyak mengandung kadar oksigen yang 
tinggi. Menciptakan keadaan nyaman bagi penghuninya. Menjaga kebersihan 
artinya menjaga keadaan diri, lingkungan bebas dari penyakit. 
Menjaga kebersihan dan keindahan merupakan upaya untuk menjaga 
kelestarian lingkungan. Membudayakan hidup bersih dan keindahan harus 
menjadi sikap dan tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat. Sikap dan sifat 
menjaga kebersihan merupakan langkah awal menuju kesuksesan. Sebab dengan 
suasana bersih dan indah, akan menambah pikiran jernih dan tenang dalam 
bertindak. 
Dengan menjaga kebersihan berarti menjaga kebersihan lingkungan di 
sekitar kita, bersih di sekolah, di kantin, di jalan, di rumah, di pasar, dan di mana 
pun. Tidak ada sampah-sampah yang berserakan yang mempengaruhi keindahan. 
Penataan lingkungan merupakan proses pengelompokan, pemanfaatan, 
dan pengendalian lingkungan hidup sesuai dengan potensi dan fungsinya. Dalam 
Undang Undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, penataan 
ruang/lingkungan memiliki tujuan: 
1. terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, 
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2. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber 
daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia, 
3. terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif 
terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. 
Konsep penataan lingkungan secara global berarti mencakup satu kesatuan 
wilayah. Menurut Setyo Moersidik (Dosen Paskasarjana UI) kunci penataan 
lingkungan hidup untuk menjamin keberlanjutan fungsi lingkungan hidup adalah 
pengelolaan lingkungan hidup. Prinsip penataan berhubungan erat dengan 
konservasi Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, dan sumber daya alam 
lainnya. 
Salah satu sumber daya alam yaitu hutan sebagai salah satu bagian dari 
pelestarian lingkungan hidup yang menjadi satu kesatuan ekosistem yang tidak 
mengenal batas wilayah pemerintahan. Semakin kecil hutan dibagi-bagi, semakin 
besar pula potensi terganggunya ekosistem. Kerusakan hutan juga mendorong 
timbulnya kekeringan, banjir, erosi, serta mengurangi keragaman hayati. 
 
G. Ruang Terbuka Hijau (RTH) 
Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area yang memanjang berbentuk jalur 
dan atau area mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat 
tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja di 
tanam. Dalam Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang 
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menyebutkan bahwa 30% wilayah kota harus berupa RTH yang terdiri dari 20% 
publik dan 10% privat.  
RTH publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah 
daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara 
umum. Contoh RTH Publik adalah taman kota, hutan kota, sabuk hijau (green 
belt), RTH di sekitar sungai, pemakaman, dan rel kereta api. Sedangkan RTH 
Privat adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang 
pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman 
rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan. 
Penyediaan RTH memliki tujuan sebagai berikut : 
1. Menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air, 
2. Menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara 
lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan 
masyarakat. 
3. Meningkatakan keserasian lingkunagn perkotaan sebagai sarana pengaman 
lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih. 
RTH yang telah ada baik secara alami ataupun buatan diharapkan dapat 
menjalankan empat (4) fungsi sebagai berikut : 
1. Fungsi ekologis antara lain : paru-paru kota, pengatur iklim mikro, sebagai 
peneduh, produsen oksigen, penyerap air hujan, penyedia habitas satwa, 
penyerap polutan dalam udara, air dan tanah, serta penahan angin. 
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2. Fungsi sosial budaya antara lain : menggambarkkan ekspresi budaya lokal, 
media komunikasi, dan tempat rekreasi warga. 
3. Fungsi ekonomi antara lain : sumber produk yang bisa dijual seperti tanaman 
bunga, buah, daun, dan sayur mayur. Beberapa juga berfungsi sebagai 
bagian dari usaha pertanian, perkebunan, kehutanan, dan lain-lain. 
4. Fungsi estetika antara lain meningkatkan kenyamanan, memperindah 
lingkungan kota baik skala mikro (halaman rumah/lingkungan pemukiman), 
maupun makro (lansekap kota secara keseluruhan); menciptakan suasana 
serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun. 
Dalam suatu wilayah perkotaan, empat fungsi utama ini dapat 
dikombinasikan sesuai kebutuhan, kepentingan, dan keberlanjutan kota seperti 
perlindungan tata air, keseimbangan ekologis. dan konservasi hayati. 
Penyediaan RTH di Kawasan Perkotaan dapat didasarkan pada: 
1. Luas wilayah 
Penyediaan RTH berdasarkan luas wilayah di perkotaan adalah 
sebagai berikut:  
 ruang terbuka hijau di perkotaan terdiri dari RTH Publik dan RTH 
privat;  
 proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30% 
yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% terdiri dari 
ruang terbuka hijau privat;  
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 apabila luas RTH baik publik maupun privat di kota yang bersangkutan 
telah memiliki total luas lebih besar dari peraturan atau perundangan 
yang berlaku, maka proporsi tersebut harus tetap dipertahankan 
keberadaannya.  
 Proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin 
keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan 
keseimbangan mikroklimat, maupun sistem ekologis lain yang dapat 
meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, 
serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota.  
2. Jumlah penduduk 
Untuk menentukan luas RTH berdasarkan jumlah penduduk, 
dilakukan dengan mengalikan antara jumlah penduduk yang dilayani dengan 
standar luas RTH per kapita sesuai peraturan yang berlaku.   
 250 jiwa : Taman RT, luas minimal 250 m2, di tengah lingkungan RT 
 2500 jiwa : Taman RW, luas minimal 1.250 m2, di pusat kegiatan RW 
 30.000 jiwa : Taman Kelurahan, luas minimal 9.000 m2, dikelompokan 
dengan sekolah/ pusat kelurahan  
 120.000 jiwa : Taman kecamatan, luas minimal 24.000 m2, 
dikelompokan dengan sekolah/ pusat kecamatan  
 480.000 jiwa : Taman Kota (di Pusat Kota), Hutan Kota (di 
dalam/kawasan pinggiran), dan Pemakaman (tersebar) 
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3. Kebutuhan fungsi tertentu 
Fungsi RTH pada kategori ini adalah untuk perlindungan atau 
pengamanan, sarana dan prasarana misalnya melindungi kelestarian sumber 
daya alam, pengaman pejalan kaki atau membatasi perkembangan 
penggunaan lahan agar fungsi utamanya tidak teganggu.  
RTH kategori ini meliputi: jalur hijau sempadan rel kereta api, jalur 
hijau jaringan listrik tegangan tinggi, RTH kawasan perlindungan setempat 
berupa RTH sempadan sungai, RTH sempadan pantai, dan RTH 
pengamanan sumber air baku/mata air. 
Arahan penyadiaan RTH pada bangunan atau perumahan dapat didasarkan 
pada: 
1. RTH Pekarangan 
Pekarangan adalah lahan di luar bangunan, yang berfungsi untuk 
berbagai aktivitas. Luas pekarangan disesuaikan dengan ketentuan koefisien 
dasar bangunan (KDB) di kawasan perkotaan, seperti tertuang di dalam 
PERDA mengenai RTRW di masing-masing kota. 
2. RTH Halaman Perkantoran, Pertokoan, dan Tempat Usaha 
RTH halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha umumnya 
berupa jalur trotoar dan area parkir terbuka. Penyediaan RTH pada kawasan 
ini adalah sebagai berikut: 
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 Untuk dengan tingkat KDB 70%-90% perlu menambahkan tanaman 
dalam pot; 
 Perkantoran, pertokoan dan tempat usaha dengan KDB diatas 70%, 
memiliki minimal 2 (dua) pohon kecil atau sedang yang ditanam pada 
lahan atau pada pot berdiameter diatas 60 cm; 
 Persyaratan penanaman pohon pada perkantoran, pertokoan dan tempat 
usaha dengan KDB dibawah 70%, berlaku seperti persyaratan pada 
RTH pekarangan rumah, dan ditanam pada area diluar KDB yang telah 
ditentukan. 
3. RTH dalam Bentuk Taman Atap Bangunan (Roof Garden) 
Pada kondisi luas lahan terbuka terbatas, maka untuk RTH dapat 
memanfaatkan ruang terbuka non hijau, seperti atap gedung, teras rumah, 
teras-teras bangunan bertingkat dan disamping bangunan, dan lain-lain 
dengan memakai media tambahan, seperti pot dengan berbagai ukuran sesuai 
lahan yang tersedia.  
Lahan dengan KDB diatas 90% seperti pada kawasan pertokoan di 
pusat kota, atau pada kawasan-kawasan dengan kepadatan tinggi dengan 
lahan yang sangat terbatas, RTH dapat disediakan pada atap bangunan. 
Untuk itu bangunan harus memiliki struktur atap yang secara teknis 
memungkinkan. 
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H. Sanitasi 
Sanitasi adalah perilaku disengaja dalam pembudayaan hidup bersih 
dengan maksud mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan 
bahan buangan berbahaya lainnya dengan harapan usaha ini akan menjaga dan 
meningkatkan kesehatan manusia.  
Bahaya ini mungkin bisa terjadi secara fisik, mikrobiologi dan agen-agen 
kimia atau biologis dari penyakit terkait. Bahan buangan yang dapat 
menyebabkan masalah kesehatan terdiri dari tinja manusia atau binatang, sisa 
bahan buangan padat, air bahan buangan domestik (cucian, air seni, bahan 
buangan mandi atau cucian), bahan buangan industri dan bahan buangan 
pertanian. Cara pencegahan bersih dapat dilakukan dengan menggunakan solusi 
teknis (contohnya perawatan cucian dan sisa cairan buangan), teknologi 
sederhana (contohnya kakus, tangki septik), atau praktik kebersihan pribadi 
(contohnya membasuh tangan dengan sabun). 
Menurut Hopkins, sanitasi adalah cara pengawasan terhadap faktor-faktor 
lingkungan yang mempunyai pengaruh terhadap lingkungan. Definisi lain dari 
sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi 
yang memenuhi persyaratan kesehatan. Sementara beberapa definisi lainnya 
menitik beratkan pada pemutusan mata rantai kuman dari sumber penularannya 
dan pengendalian lingkungan.  
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I. Regulasi Terkait Tata Bangunan dan Lingkungan 
1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 6/PRT/M/2007 Tentang 
Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan 
Maksud dari peraruran PERMEN PU No. 6/PRT/M/2007 Tentang 
Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan ini adalah sebagai 
dokumen panduan umum yang menyeluruh dan memiliki kepastian hokum 
tentang perencanaan tata bangunan dan lingkungan dari suatu kawasan 
tertentu baik di perkotaan maupun di perdesaan. 
Tujuannya adalah sebagai pengendali pembangunan dalam 
penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan untuk suatu 
lingkungan/kawasan tertentu supaya memenuhi kriteria perencanaan tata 
bangunan dan lingkungan yang berkelanjutan, meliputi : 
a. Pemenuhan persyaratan tata bangunan dan lingkungan 
b. Peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui perbaikan kualitas 
lingkungan hidup dan ruang public 
c. Perwujudan perlindungan lingkungan, serta 
d. Peningkatan vitalitas ekonomi lingkungan 
Kedudukan RTBL dalam pengendalian bangunan gedung dan 
lingkungan dapat dilihat sebagaimana digambarkan sebagai berikut.  
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Gambar 2.1 : Kedudukan RTBL dalam pengendalian bangunan gedung dan lingkungan 
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2002 Tentang 
Bangunan Gedung 
Dalam  UU RI No. 28 tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, 
peraturan bangunan gedung bertujuan untuk : 
a. Mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata 
bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya; 
b. Mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin 
keandalan teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, 
kenyamanan, dan kemudahan; 
c. Mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung. 
38 
 
Dalam kaitannya dengan tata bangunan dan lingkungan yang akan 
diteliti, undang-undang ini menjelaskan tentang persyaratan tata bangunan 
pada pasal 9 dan persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan gedung 
yang terdapat pada pasal 10, pasal 11, pasal 12 dan pasal 13. Adapun bunyi 
dari pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut : 
Pasal 9 :  
1) Persyaratan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) 
meliputi persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan gedung, 
arsitektur bangunan gedung, dan persyaratan pengendalian dampak 
lingkungan.  
2) Persyaratan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
ditetapkan lebih lanjut dalam rencana tata bangunan dan lingkungan oleh 
Pemerintah Daerah.  
3) Ketentuan mengenai tata cara penyusunan rencana tata bangunan dan 
lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut 
dengan Peraturan Pemerintah. 
Pasal 10 : 
1) Persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan gedung sebagai-mana 
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi persyaratan peruntukan lokasi, 
kepadatan, ketinggian, dan jarak bebas bangunan gedung yang ditetapkan 
untuk lokasi yang ber-sangkutan. 
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2) Pemerintah Daerah wajib menyediakan dan memberikan informasi secara 
terbuka tentang persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan gedung 
bagi masyarakat yang memerlukannya. 
Pasal 11 : 
1) Persyaratan peruntukan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 
(1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan tentang tata ruang. 
2) Bangunan gedung yang dibangun di atas, dan/atau di bawah tanah, air, 
dan/atau prasarana dan sarana umum tidak boleh mengganggu 
keseimbangan lingkungan, fungsi lindung kawasan, dan/atau fungsi 
prasarana dan sarana umum yang bersangkutan. 
3) Ketentuan mengenai pembangunan bangunan gedung sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 
Pasal 12 : 
1) Persyaratan kepadatan dan ketinggian bangunan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 10 ayat (1) meliputi koefisien dasar bangunan, koefisien 
lantai bangunan, dan ketinggian bangunan sesuai dengan ketentuan yang 
ditetapkan untuk lokasi yang bersangkutan. 
2) Persyaratan jumlah lantai maksimum bangunan gedung atau bagian 
bangunan gedung yang dibangun di bawah permukaan tanah harus 
mempertimbangkan keamanan, kesehatan, dan daya dukung lingkungan 
yang dipersyaratkan. 
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3) Bangunan gedung tidak boleh melebihi ketentuan maksimum kepadatan 
dan ketinggian yang ditetapkan pada lokasi yang bersangkutan. 
4) Ketentuan mengenai tata cara perhitungan dan penetapan kepadatan dan 
ketinggian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut 
dengan Peraturan Pemerintah. 
Pasal 13 : 
1) Persyaratan jarak bebas bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 10 ayat (1) meliputi: 
a. garis sempadan bangunan gedung dengan as jalan, tepi sungai, tepi 
pantai, jalan kereta api, dan/atau jaringan tegangan tinggi; 
b. jarak antara bangunan gedung dengan batas-batas persil, dan jarak 
antara as jalan dan pagar halaman yang diizinkan pada lokasi yang 
bersangkutan. 
2) Persyaratan jarak bebas bangunan gedung atau bagian bangunan gedung 
yang dibangun di bawah permukaan tanah harus mempertimbangkan 
batas-batas lokasi, keamanan, dan tidak mengganggu fungsi utilitas kota, 
serta pelaksanaan pembangunannya. 
3) Ketentuan mengenai persyaratan jarak bebas bangunan gedung 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Pemerintah. 
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3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 36 Tahun 2005 Tentang 
Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan 
Gedung 
Permen RI No. 36 Tahun 2005 ini membahas tentang peraturan 
pelaksanaan UU No. 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung. Adapun 
keterkaitannya dengan penataan bangunan dan lingkungan yang akan diteliti 
adalah sebagai berikut. 
Pasal 20 ayat (2) berbunyi : Persyaratan kepadatan ditetapkan dalam 
bentuk koefisien dasar bangunan (KDB) maksimal. Yang kemudian diperjelas 
bahwa penetapan KDB untuk suatu kawasan yang terdiri atas beberapa 
kaveling/persil dapat dilakukan berdasarkan pada perbandingan total luas 
bangunan gedung terhadap total luas kawasan dengan tetap 
mempertimbangkan peruntukan atau fungsi kawasan dan daya dukung 
lingkungan. Penetapan KDB dibedakan dalam tingkatan KDB tinggi (lebih 
besar dari 60% sampai dengan 100%), sedang (30% sampai dengan 60%), dan 
rendah (lebih kecil dari 30%). Untuk daerah/kawasan padat dan/atau pusat 
kota dapat ditetapkan KDB tinggi dan/atau sedang, sedangkan untuk 
daerah/kawasan renggang dan/atau fungsi resapan ditetapkan KDB rendah. 
Pasal 20 ayat (3) berbunyi : Persyaratan ketinggian maksimal 
ditetapkan dalam bentuk Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan/atau jumlah 
lantai maksimal. Yang kemudian diperjelas bahwa penetapan KLB untuk 
suatu kawasan yang terdiri atas beberapa kaveling/persil dapat dilakukan 
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berdasarkan pada perbandingan total luas bangunan gedung terhadap total luas 
kawasan dengan tetap mempertimbangkan peruntukan atau fungsi kawasan 
dan daya dukung lingkungan. Penetapan ketinggian bangunan dibedakan 
dalam tingkatan ketinggian: bangunan rendah (jumlah lantai bangunan gedung 
sampai dengan 4 lantai), bangunan sedang (jumlah lantai bangunan gedung 5 
lantai sampai dengan 8 lantai), dan bangunan tinggi (jumlah lantai bangunan 
lebih dari 8 lantai). 
Pasal 5 ayat (7) berbunyi : Klasifikasi berdasarkan ketinggian meliputi 
bangunan gedung bertingkat tinggi, bangunan gedung bertingkat sedang, dan 
bangunan gedung bertingkat rendah. Yang kemudian diperjelas bahwa 
penetapan klasifikasi ketinggian didasarkan pada jumlah lantai bangunan 
gedung, yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. Penetapan 
ketinggian bangunan dibedakan dalam tingkatan ketinggian: bangunan rendah 
(jumlah lantai bangunan gedung sampai dengan 4 lantai), bangunan sedang 
(jumlah lantai bangunan gedung 5 lantai sampai dengan 8 lantai), dan 
bangunan tinggi (jumlah lantai bangunan lebih dari 8 lantai). 
Pasal 21 ayat (3) berbunyi : Penetapan garis sempadan bangunan 
gedung dengan tepi jalan, tepi sungai, tepi pantai, tepi danau, jalan kereta api, 
dan/atau jaringan tegangan tinggi didasarkan pada pertimbangan keselamatan 
dan kesehatan. Yang kemudian diperjelas bahwa letak garis sempadan 
bangunan gedung terluar untuk daerah di sepanjang jalan, diperhitungkan 
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berdasarkan lebar daerah milik jalan dan peruntukan lokasi, serta diukur dari 
batas daerah milik jalan. 
4. Perda Kota Baubau No. 2 Tahun 2009 Tentang Garis Sempadan 
a. Bagian Pertama 
Jalan Arteri  
Pasal 5  
1) Garis Sempadan Jalan Arteri Primer ditetapkan minimal 4 (empat) 
meter dari as jalan.  
2) Garis Sempadan Jalan Arteri Sekunder ditetapkan minimal 4 (empat) 
meter dari as jalan.  
3) Pengaturan secara detail ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Walikota.  
Pasal 6  
1) Garis Sempadan Pagar di tepi jalan arteri primer dan arteri sekunder 
ditetapkan minimal 4 (empat) meter dari as jalan.  
2) Garis Sempadan Bangunan di tepi jalan arteri primer dan arteri 
sekunder ditetapkan minimal 4 (empat) meter sampai 11 (sebelas) 
meter dari as jalan.  
3) Pengaturan secara detail ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dan (2), diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Walikota.  
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b. Bagian Kedua  
Jalan Kolektor  
Pasal 7  
1) Garis Sempadan Jalan Kolektor Primer ditetapkan minimal 3.5 (tiga 
koma lima) meter dari as jalan.  
2) Garis Sempadan Jalan Kolektor Sekunder ditetapkan minimal 3.5 (tiga 
koma lima) meter dari as jalan.  
3) Pengaturan secara detail ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Walikota.  
Pasal 8  
1) Garis Sempadan Pagar di tepi Jalan Kolektor Primer dan Kolektor 
Sekunder ditetapkan minimal 3.5 (tiga koma lima) meter dari as jalan.  
2) Garis Sempadan Bangunan di tepi Jalan Kolektor Primer dan Kolektor 
Sekunder ditetapkan minimal 3.5 (tiga koma lima) meter sampai 10 
(sepuluh) meter dari as jalan.  
3) Pengaturan secara detail ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dan (2), diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Walikota.  
Pasal 9  
Batas garis sempadan pagar kompleks perumahan/realestate 
yang terletak di tepi jalan arteri dan kolektor ditetapkan minimal 2 (dua) 
meter dari as jalan.  
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c. Bagian Ketiga  
Jalan Lokal  
Pasal 10  
1) Garis Sempadan Jalan Lokal Primer ditetapkan minimal 3 (tiga) meter 
dari as jalan.  
2) Garis Sempadan Jalan Lokal Sekunder ditetapkan minimal 2.5 (dua 
koma lima) meter dari as jalan.  
3) Pengaturan secara detail ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Walikota.  
Pasal 11  
1) Garis Sempadan Pagar di tepi Jalan Lokal Primer ditetapkan minimal 3 
(tiga) meter dan Lokal Sekunder ditetapkan minimal 2.5 (dua koma 
lima) meter dari as jalan.  
2) Garis Sempadan Bangunan di tepi Jalan Lokal Primer dan Lokal 
Sekunder ditetapkan minimal 2.5 (dua koma lima) meter sampai 7 
(tujuh) meter dari as jalan.  
3) Pengaturan secara detail ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dan (2), diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Walikota.  
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5. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Wameo 
Tahun 2014 – 2024 
a. Penetapan angka KDB ditentukan berdasarkan pada kebutuhan setiap 
fasilitas kegiatan dan nilai ekonomi kegiatan tersebut. Standar yang 
digunakan dalam penetapan angka KDB adalah sebagai berikut : 
 Kawasan perdagangan dan jasa maksimum 80% 
 Kawasan Pendidikan dan Kesehatan maksimum 60% 
 Kawasan Perkantoran maksimum 70% 
 Perencanaaan anjungan 30% 
 Jalur hijau, taman, tambak dan IPAL 0 % 
 Kawasan pemukiman/Rusunawa maksimum 60% 
b. Koefisien lantai bangunan (KLB) adalah rasio jumlah luas lantai 
bangunan keseluruhan dengan luas lantai dasar. Rencana peruntukan 
Lantai Bangunan adalah sebagai berikut : 
 Pemukiman KLB- nya berkisar antara 1,8  
 Pendidikan KLB-nya Maksimal 1,2 
 Kesehatan KLB- nya maksimal 1,2 
 Perdagangan dan Jasa KLB-Nya Maksimal 2,4 
 Perkantoran KLB- nya maksimal 2,1 
 Rusunawa KLB-nya maksimal 3,0 
 Campuran dermaga KLB- nya 1,8 
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c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) adalah rasio jumlah luas space untuk 
kawasan hijau Rencana peruntukan dasar hijau juga tercantum dalam 
masterplan RTH Kota Baubau adalah sebagai berikut : 
 Pemukiman Minimal  20%  
 Pendidikan Minimal  20% 
 Kesehatan Minimal 20% 
 Perdagangan dan Jasa minimal  10% 
 Perkantoran minimal 20% 
 Rusunawa minimal 20% 
 Campuran minimal 20% 
d. Ketinggian lantai bangunan adalah rasio jumlah tinggi bangunan 
keseluruhan. Rencana peruntukan ketinggian Lantai Bangunan mengaju 
pada RTRW kota baubau adalah sebagai berikut : 
 Pemukiman    : Maksimal 3 Lantai  
 Pendidikan    : Maksimal 2 Lantai 
 Kesehatan    : Maksimal 2 Lantai 
 Perdagangan dan Jasa  : Maksimal 3 Lantai 
 Perkantoran    : Maksimal 3 Lantai 
 Rusunawa    : Maksimal 5 Lantai 
 Campuran    : Maksimal 3 Lantai 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
 
A. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian Kualitatif merupakan penelitian non 
matematis dengan proses menghasilkan data-data dari hasil temuan berupa 
pengamatan, survey maupun wawancara dilapangan ataupun dilokasi penelitian. 
 
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 
1. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan pada wilayah Kelurahan Wameo, 
Kecamatan Batupoaro yang terletak di Kota Baubau. Lokasi penelitian terdiri 
dari 4 Lingkungan, yaitu: Lingkungan Kabumbu, Lingkungan Limbu, 
Lingkungan Ponda, dan Lingkungan Rusun. Penelitian ini memfokuskan pada 
penataan bangunan dan lingkungan di Kelurahan Wameo yang diidentifikasi 
berdasarkan KDB, KLB, GSB, Jumlah Lantai Bangunan dan KDH. Penelitian 
ini dilakukan di beberapa koridor jalan yang ada di Kelurahan Wameo. 
Koridor-koridor jalan tersebut antara lain; Koridor Jalan Betoambari, Koridor 
Jalan Erlangga, Koridor Jalan Hayam Wuruk, Koridor Jalan Wakaaka dan 
Koridor Jalan Dr. Wahidin. 
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2. Waktu Penelitian 
  Waktu penelitian berlangsung dari bulan Januari 2016 sampai dengan 
Februari 2016 selama kurang lebih 2 bulan, di Kelurahan Wameo Kaecamatan 
Batupoaro, Kota Baubau. 
 
C. Jenis dan Sumber Data 
Hal yang penting dalam persiapan penelitian lapangan adalah dengan 
penyusunan kebutuhan data dan informasi. Pengumpulan data dan informasi 
dapat melalui observasi/ pengamatan langsung situasi dan kondisi yang terjadi 
dalam wilayah penelitian, serta konteks sosial lain yang terlibat.  
1. Jenis Data 
Jenis data dapat dibedakan menjadi: 
a. Data kualitatif, yaitu data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk 
angka. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik 
pengumpulan data misalnya wawancara, analisis dokumen atau observasi 
yang telah dituangkan dalam catatan lapangan. Data kualitatif yang di 
butuhkan dalam penelitian ini yaitu : 
1) Data gambaran umum wilayah penelitian yaitu di Kelurahan Wameo 
yang meliputi batas administrasi dan pembagian wilayah administrasi 
Kelurahan Wameo. 
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2) Regulasi terkait penataan bangunan dan lingkungan di Kelurahan 
Wameo dalam hal ini RTRW Kota Baubau dan RTBL Kelurahan 
Wameo. 
3) Informasi mengenai peran pemerintah terhadap tata bangunan dan 
lingkungan di Kelurahan Wameo, seperti sosialisasi ke masyarakat 
mengenai aturan-aturan dalam rencana tata bangunan dan lingkungan 
(RTBL), serta mengenai pengendalian dan pengawasan tata bangunan 
dan lingkungan di Kelurahan Wameo. 
b. Data kuantitatif, yaitu data yang berupa angka atau bilangan. Data 
kuantitatif ini juga dapat diperoleh melalui wawancara, observasi 
lapangan, dan melalui instansi terkait dengan penelitian. Data kuantitatif 
yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu : 
1) Data demografi penduduk,  
2) Data sarana dan prasarana lingkungan, dan  
3) Data deskripsi tata bangunan dengan melihat KDB, KLB, GSB, 
jumlah lantai bangunan dan KDH. 
4) Data deskripsi lingkungan yaitu RTH Publik dan RTH Privat. 
2. Sumber Data 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi atas data 
primer dan data sekunder : 
a. Data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber asli atau sumber 
pertama (observasi langsung). Data ini diperoleh melalui wawancara yaitu 
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orang yang kita jadikan obyek penelitian atau orang yang kita jadikan 
sebagai sarana untuk mendapatkan informasi ataupun data yang 
dibutuhkan, selain itu data primer juga dapat diperoleh dari 
pengamatan/observasi langsung di lapangan. Dalam penelitian ini data 
primer yang dapat diperoleh bersumber dari : 
1) Survey lapangan di Kelurahan Wameo, yaitu data sarana dan 
prasarana lingkungan, data deskripsi tata bangunan dengan melihat 
KDB, KLB, GSB, jumlah lantai bangunan dan KDH, dan data 
deskripsi lingkungan mengenai RTH publik, RTH privat dan sanitasi. 
2) Dinas Tata Kota dan Bangunan Kota Baubau, yaitu data/informasi 
mengenai peran pemerintah terhadap tata bangunan dan lingkungan di 
Kelurahan Wameo. 
b. Data sekunder yaitu data yang sudah ada sehingga kita hanya perlu 
mencari dan mengumpulkan data tersebut. Data tersebut diperoleh atau 
dikumpulkan dengan mengunjungi tempat atau instansi terkait dengan 
penelitian. Data sekunder ini dapat berupa literatur, dokumen, serta 
laporan-laporan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dalam 
penelitian ini data sekunder yang dapat diperoleh bersumber dari : 
1) BPS (Badan Pusat Statistik) Kota Baubau dan Kantor Kelurahan 
Wameo, yaitu data gambaran umum wilayah penelitian, dan data 
demografi penduduk. 
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2) Dinas Tata Kota dan Bangunan Kota Baubau dan BAPPEDA (Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah), yaitu RTRW Kota Baubau dan 
RTBL Kelurahan Wameo. 
 
D. Metode Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data dapat dilakukan melalui beberapa cara. Adapun 
teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 
1. Observasi, berfungsi untuk pencarian data dengan mengidentifikasi data 
melalui pengukuran serta pengambilan data secara langsung kelapangan. 
Kegiatan observasi dilakukan secara sistematis untuk menjajaki masalah 
dalam penelitian serta bersifat eksplorasi. 
2. Wawancara atau interview, metode ini digunakan untuk mendapatkan kejelasan 
dari data yang telah diperoleh dari literatur. Wawancara dengan masyarakat 
setempat untuk memperoleh data yang bersifat fisik dan non fisik yang 
bersifat historical yang dialami masyarakat. Selain terhadap masyrakat 
setempat, wawancara juga dilakukan kepada pihak pemerintah terkait, seperti 
pada Kantor Kelurahan Wameo dan Dinas Tata Kota dan Bangunan Kota 
Baubau. 
3. Dokumentasi, metode pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-
dokumen yang ada atau catatan- catatan yang tersimpan serta sumber- sumber 
lain yang relevan dengan masalah penelitian. 
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E. Variabel Penelitian 
Variabel dapat diartikan ciri dari individu, objek, gejala, peristiwa yang 
dapat diukur secara kuantitatif ataupun kualitatif. Variabel dipakai dalam proses 
identifikasi, ditentukan berdasarkan kajian teori yang dipakai. Semakin sederhana 
suatu rancangan penelitian semakin sedikit variabel penelitian yang digunakan. 
Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 
1. Tata Bangunan : 
a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) 
b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) 
c. Garis Sempadan Bangunan (GSB) 
d. Koefisien Dasar Hijau (KDH) 
2. Tata Lingkungan : 
a. RTH Privat 
b. RTH Publik 
c. Sanitasi 
 
F. Metode Analisis Data 
Metode analisis data yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah 
dari penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.  
Untuk menjawab rumusan masalah pertama yaitu Seberapa besar 
penyimpangan tata bangunan dan lingkungan di Kelurahan Wameo Kecamatan 
Batupoaro Kota Baubau, terhadap rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL) 
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Kawasan Wameo, analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisa data 
dengan menggambarkan keadaan wilayah pengamatan sesuai data yang diperoleh, 
kemudian mengklasifikasi berdasarkan tujuan yang dicapai. Analisis ini bertujuan 
untuk membandingkan regulasi yang tertuang dalam RTRW Kota Baubau 
ataupun RTBL Kawasan Wameo dengan melihat kondisi eksisting tata bangunan 
dan lingkungan yang ada dilapangan. 
Untuk menjawab rumusan masalah kedua, yaitu bagaimana peran 
pemerintah terhadap penataan bangunan dan lingkungan di Kelurahan Wameo 
Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, analisis deskriptif kualitatif digunakan 
untuk mengetahui peran pemerintah terhadap permasalahan penataan bangunan 
dan lingkungan di lokasi penelitian, yaitu di Kelurahan Wameo, Kecamatan 
Batupoaro Kota Baubau. Sehingga dari informasi tersebut, peneliti mencoba 
untuk memberikan masukan terkait apa yang harus dilakukan atau yang menjadi 
prioritas pemerintah terhadap permasalahan tata bangunan dan lingkungan di 
lokasi penelitian sesuai dengan temuan ataupun kondisi yang ada di lapangan. 
 
G. Definisi Operasional 
1. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang 
menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di 
atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat 
manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, 
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kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun 
kegiatan khusus. 
2. GSB (Garis Sempadan Bangunan) adalah garis batas yang tidak boleh 
dilampaui oleh bangunan kearah garis sempadan jalan yang ditetapkan dalam 
rencana kota. 
3. KDB (Koefisien Dasar Bangunan) adalah angka prosentase perbandingan 
jumlah luas lantai dasar bangunan terhadap luas perpetakan atau luas daerah 
perencanaan. 
4. KLB (Koefisien Lantai Bangunan) adalah angka perbandingan jumlah luas 
seluruh lantai bangunan terhadap luas perpetakan atau luas daerah 
perencanaan. 
5. KDH (Koefisien Daerah Hijau) adalah angka persentase perbandingan antara 
luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi 
pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanan yang 
dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.  
6. Ketinggian Bangunan adalah jumlah lapis bangunan yang dihitung dari 
permukaan tanah atau dari lantai dasar bangunan. 
7. Koridor Jalan adalah jalan umum yang terdapat pada suatu kota atau kawasan 
dengan berbagai jenis kegiatan yang terjadi di dalamnya. 
8. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan 
mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. 
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9. Perpetakan/Kapling adalah bidang tanah yang ditetapkan ukuran dan batas-
batasnya sebagai satuan-satuan yang sesuai dengan rencana kota. 
10. Penataan Bangunan dan Lingkungan adalah kegiatan pembangunan untuk 
merencanakan, melaksanakan, memperbaiki, mengembangkan atau 
melestarikan bangunan dan lingkungan/kawasan tertentu sesuai dengan 
prinsip pemanfaatan ruang dan pengendalian bangunan gedung dan 
lingkungan secara optimal. 
11. Peran Pemerintah adalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk mencapai 
tujuannya. 
12. Pengendalian merupakan mekanisme untuk mencegah terjadinya 
penyimpangan dan mengarahkan orang untuk bertindak menurut norma- 
norma yang telah melembaga. 
13. Pengawasan adalah keseluruhan daripada kegiatan yang membandingkan atau 
mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-
norma, standar atau rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. 
14. Penggalan Jalan merupakan bagian atau potongan dari koridor jalan pada 
suatu kawasan. 
15. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) adalah panduan rancang 
bangun suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat 
rencana program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan 
rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman 
pengendalian pelaksanaan. 
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16. Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan atau 
mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh 
tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja 
ditanam. 
17. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Privat adalah RTH milik institusi tertentu atau 
orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain 
berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang 
ditanami tumbuhan. 
18. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola 
oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan 
masyarakat secara umum. 
19. Sosialisasi adalah proses membimbing individu ke dalam dunia sosial 
(sebagai warga masyarakat yang dewasa). 
20. Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya 
kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan. 
21. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap 
unsur terkait yang batas sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif 
dan/atau aspek fungsional.  
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H. Kerangka Pikir 
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terkendali dan terlihat kumuh 
Kondisi tata bangunan dan 
lingkungan di Kelurahan 
wameo 
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bangunan dan lingkungan di 
Kelurahan Wameo 
KDB, KLB, GSB, 
Jumlah Lantai 
Bangunan dan KDH 
Sosialisasi, 
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Kualitatif 
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Wameo 
Gambar 3.1 : Kerangka Berpikir 
RTH Privat, RTH 
Publik, dan Sanitasi 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian 
1. Letak Geografis dan Administrasi 
Kelurahan Wameo merupakan salah satu dari enam kelurahan yang 
berada dalam lingkup administrasi Kecamatan Batupoaro. Posisi geografis 
Kelurahan Wameo berada pada 5 º 27’18’’ – 5 º 27’52’’ LS dan 122 º 35’24” 
– 122 º 35’56’’ BT. Luas wilayah Kelurahan Wameo yaitu 0,18 Km2 dari 
data Kelurahan Wameo, sedangkan hasil dari geografis information system 
(GIS) luas Kelurahan Wameo adalah 0,31 Km
2
.  
Adapun batas-batas administrasi Kelurahan Wameo adalah sebagai 
berikut: 
Sebelah Utara   : Selat Buton dan Kelurahan Kobula 
Sebelah Selatan   : Kelurahan Wajo 
Sebelah Barat   : Kelurahan Tarafu 
Sebelah Timur   : Kecamatan Lanto 
Kelurahan Wameo terdiri dari empat lingkungan. Adapun 
lingkungan-lingkungan yang terdapat dalam lingkup administrasi Kelurahan 
Wameo dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.1 
Luas Daerah dan Pembagian Lingkungan  
di Kelurahan Wameo Tahun 2016 
No. Lingkungan Luas (Km
2
) Persentase (%) 
1. Lingkungan Kabumbu 0,11 35,48 
2. Lingkungan Limbu 0,08 25,81 
3. Ligkungan Ponda 0,10 32,26 
4. Lingkungan Rusun 0,02 6,45 
Jumlah 0,31 100 
Sumber: Geografis Information System (GIS) Kelurahan Wameo Tahun 2016 
 
Diagram 4.1 
Persentase Luas Lingkungan Terhadap Luas Kelurahan 
di Kelurahan Wameo Tahun 2016 
 
Dari tabel dan diagram diatas dapat dilihat bahwa Lingkungan 
Kabumbu merupakan lingkungan yang paling luas di Kelurahan Wameo, 
dengan luas wilayah 0,11 Km
2
 sedangkan Lingkungan Rusun merupakan 
lingkungan yang luasannya paling kecil yaitu 0,02 Km
2
. 
35.48 
25.81 
32.26 
6.45 
Lingkungan Kabumbu
Lingkungan Limbu
Lingkungan Ponda
Lingkungan Rusun
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PETA ADMINISTRASI KELURAHAN WAMEO 
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2. Aspek Fisik Dasar 
a. Topografi dan Kemiringan Lereng 
Keadaan topografi dan kemiringan lereng suatu wilayah 
merupakan salah satu aspek penting dalam melakukan perencanaan 
berupa analisa lokasi dan keruangan serta pembangunan di wilayah 
tersebut. Kelurahan Wameo merupakan daerah dengan dataran rendah 
dengan ketinggian 0 – 14 mdpl dengan kemiringan lereng yaitu 0 – 8 % 
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut: 
Tabel 4.2 
Kondisi Topografi dan Kemiringan Lereng 
di Kelurahan Wameo 
No. Lingkungan 
Ketinggian 
(mdpl) 
Kemiringan 
(%) 
Kawasan 
Pesisir Bukan Pesisir 
1. Ling. Kabumbu 0 – 14  0 – 8 - √ 
2. Ling. Limbu 0 – 14 0 – 8 - √ 
3. Ling. Ponda 0 – 14 0 – 8 √ - 
4. Ling. Rusun 0 – 14  0 – 8 √ - 
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Baubau Tahun 2015 
Dilihat dari tabel diatas Kelurahan wameo tergolong atas dua 
kawasan yaitu pesisir dan bukan pesisir. Adapun kawasan pesisir 
meliputi Lingkungan Ponda dan Lingkungan Rusun sedangkan kawasan 
bukan pesisir yaitu Lingkungan Limbu dan Lingkungan Kabumbu. 
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b. Klimatologi 
Keadaan klimatologi mempengaruhi tiga aspek yang 
berpengaruh besar terhadap seluruh elemen-elemen ruang di suatu 
wilayah tertentu diantaranya yakni musim, suhu udara dan curah hujan. 
Keadaan musim di Kelurahan Wameo pada dasarnya sama dengan 
wilayah lainnya di Indonesia khusunya di kota Baubau yang mempunyai 
dua musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau.  
Kelurahan Wameo yang merupakan daratan rendah memiliki 
suhu rata-rata minimum 21,7
o
C dan suhu rata-rata maksimum 34,4
o
C. 
Sedangkan, curah hujan di Kelurahan Wameo yaitu 1.500 – 2.000 
mm/tahun. 
Tabel 4.3 
Rata-rata Jumlah Hujan dan Curah Hujan  
Setiap Bulan di Kelurahan Wameo Tahum 2014 
No. Bulan 
Jumlah Hujan 
(hari) 
Curah Hujan 
(mm) 
1. Januari 16 171,2 
2. Februari 12 106,6 
3. Maret 15 111,1 
4. April 16 302,3 
5. Mei 21 282,4 
6. Juni 17 247,8 
7. Juli 4 6,4 
8. Agustus 6 21,4 
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No. Bulan 
Jumlah Hujan 
(hari) 
Curah Hujan 
(mm) 
9. September 2 - 
10. Oktober 1 1,3 
11. Nopember 6 49,6 
12. Desemer 22 291,8 
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Baubau Tahun 2015 
Pada tabel 4.3 diatas dapat dilihat bahwa bulan April adalah 
bulan dengan jumlah curah hujan terbesar yaitu 302,3 mm sedangkan 
bulan dengan jumlah curah hujan terkecil berada pada bulan September 
dan Oktober, dimana tidak ada data pada bulan September dan 1,3 mm 
pada bulan Oktober. 
c. Geologi dan Jenis Tanah 
Aspek geologi dan jenis tanah merupakan aspek yang 
mempunyai kaitan yang erat hubungannya dengan potensi sumberdaya 
tanah. Struktur geologi tertentu juga berhubungan dengan ketersediaan 
air tanah, minyak bumi dan lain-lain. Selain itu struktur geologi selalu 
dijadikan dasar pertimbangan dalam pengembangan suatu wilayah, 
misal pengembangan daerah dengan pembangunan jalan, dan 
permukiman. 
Jenis batuan yang terdapat pada Kelurahan Wameo adalah batu 
gamping. Dimana batu gamping merupakan salah satu jenis batuan 
sedimen yang terdiri dari mineral calcite (kalsium karbonat). Batu 
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gamping yang dikenal juga dengan batu kapur terbentuk akibat adanya 
pengendapan organisme laut yang telah mati, proses pembentukan batu 
gemping sendiri terjadi secara mekanik, kimia, dan organik. Sedangkan 
jenis tanah yang terdapat pada wilayah Kelurahan Wameo adalah jenis 
tanah mediteran. Jenis tanah ini merupakan jenis tanah yang bahan 
induknya berupa batuan beku yang berkapur yang banyak mengandung 
karbonat. Tanah mediteran terbentuk dari hasil pelapukan batuan kapur 
keras dan batuan sedimen. 
d. Penggunaan Lahan 
Komposisi penggunaan lahan merupakan acuan utama dalam 
mengarahkan sebaran lokasi kegiatan dan pola pemanfaatan ruang 
dalam pengembangan wilayah. Penggunaan lahan di Kelurahan Wameo 
meliputi permukiman, perkantoran, perdagangan dan jasa, penidikan, 
kesehatan dan lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 
dibawah ini: 
Tabel 4.4 
  Pola Penggunaan Lahan  
di Kelurahan Wameo Tahun 2016 
No. Penggunaan Lahan 
Luas 
(Ha) 
Persentase  
(%) 
1. Permukiman 17,57 55,25 
2. Perkantoran 0,04 0,13 
3. Perdagangan dan jasa 3,29 10,34 
67 
 
No. Penggunaan Lahan 
Luas 
(Ha) 
Persentase  
(%) 
4. Pendidikan 0,13 0,41 
5. Kesehatan 0,02 0,06 
6. Peribadatan 0,17 0,54 
7. Pemakaman 0,23 0,72 
8. Pergudangan 0,05 0,16 
9. Penggunaan Lahan Lainnya 
(Jalan, Ruang Terbuka) 
10,3 32,39 
Total 31,80   100 
Sumber: Survey Lapangan Tahun 2016 
Dari tabel diatas, dilihat bahwa penggunaan lahan terbesar 
adalah lahan permukiman dan penggunaan lahan lainnya yaitu masing-
masing mempunyai luas sebesar 17,57 Ha dan 10,3 Ha. Sedangkan 
penggunaan lahan terkecil yaitu lahan kesehatan dan perkantoran yang 
masing-masing mempunyai luas 0,02 Ha dan 0,04 Ha. 
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3. Aspek Demografi 
Salah satu pertimbangan dalam melakukan perencanaan di suatu 
wilayah adalah aspek kependudukan, seperti dalam menyediakan 
infrastruktur wilayah. Berikut gambaran aspek kependudukan di Kelurahan 
Wameo meliputi jumlah dan perkembangan penduduk, kepadatan penduduk, 
dan penduduk berdasarkan jenis kelamin, agama dan kepala keluarga (KK). 
a. Jumlah dan Perkembangan Penduduk 
Perkembangan penduduk di Kelurahan Wameo berdasarkan data 
Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Baubau pada tahun 2013 dan 2014 
mengalami peningkatan, dimana jumlah penduduk pada tahun 2013 
yaitu sebanyak 4.863 jiwa dan pada tahun 2014 sebanyak 5.069 jiwa. 
Sedangkan data jumlah penduduk pada tahun 2015 yang didapatkan 
pada Kelurahan Wameo sebanyak 4.719 jiwa.  
b. Kepadatan Penduduk 
Berdasarkan jumlah penduduk di Kelurahan Wameo pada tahun 
2015 sebanyak 4.719 jiwa dan dengan luas wilayah Kelurahan Wameo 
sekitar 0,18 Km
2
, maka di dapatkan kepadatan penduduk di Kelurahan 
Wameo pada tahun 2015 yaitu sekitar 26.217 jiwa/km
2
. 
c. Penduduk Menurut Jenis Kelamin, Agama dan KK 
Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kelurahan 
Wameo pada tahun 2015 adalah jenis kelamin laki-laki sebanyak 2.318 
jiwa dan jenis kelamin perempuan sebanyak 2.401 jiwa. Berdasarkan 
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agama, penduduk di Kelurahan Wameo 100% beragama islam, 
sedangkan menurut jumlah rumah tangga atau KK pada tahun 2015 
yaitu 1.473 KK. 
 
4. Sarana Kelurahan Wameo 
a. Sarana Pemerintahan dan Pelayanan Umum 
Sarana pemerintahan dan pelayanan umum merupakan jenis 
sarana yang berfungsi sebagai public service terhadap kawasan-kawasan 
penunjang di sekitarnya. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, 
sarana pemerintahan dan pelayanan umum di Kelurahan Wameo 
meliputi kantor Kelurahan Wameo, Pos Pengawasan Laut, Pos 
Pengawasan LLAJ, dan kantor PKS.  
Tabel 4.5 
Sarana Pemerintahan dan Pelayanan Umum 
di Kelurahan Wameo Tahun 2016 
No. 
Sarana Pemerintahan 
dan Pelayanan Umum 
Jumlah 
(unit) 
Jenis 
Bangunan 
1. Kantor Kelurahan Wameo 1 Permanen 
2. Pos Pengawasan Laut 1 Permanen 
3. Pos Pengawasan LLAJ 1 Permanen 
4. Kantor PKS 1 Permanen 
Jumlah 4 - 
Sumber: Survey Lapangan Tahun 2016 
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Gambar 4.1: Sarana Pemerintahan dan Pelayanan Umum Kelurahan Wameo 
b. Sarana Pendidikan 
Dalam ilmu penataan ruang, sarana pendidikan berperan dalam 
peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mengendalikan dan 
mengatur wilayah. Sarana pendidikan di Keluahan Wameo meliputi 
sekolah dasar (SD), taman kanak-kanak (TK), dan pendidikan anak usia 
dini (PAUD). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel 4.6 
Sarana Pendidikan di Kelurahan Wameo Tahun 2016 
No. Sarana Pendidikan 
Jumlah 
(unit) 
Jenis 
Bangunan 
1. Sekolah Dasar (SD) 1 Permanen 
2. Taman Kanak-kanak (TK) 2 Permanen 
3. PAUD 1 Permanen 
Jumlah 4 - 
Sumber: Survey Lapangan Tahun 2016 
Dari tabel 4.6 diatas dapat dilihat bahwa jumlah sekolah dasar 
(SD) di Kelurahan Wameo pada tahun 2016 sebanyak 1 unit, Taman 
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kanak-kanak sebanyak 2 unit dan pendidikan anak usia dini (PAUD) 1 
unit. 
 
Gambar 4.2: Sarana Pendidikan Kelurahan Wameo 
c. Sarana Kesehatan 
Sarana atau fasilitas kesehatan di Kelurahan Wameo pada tahun 
2016 meliputi Puskesmas yang berjumlah 1 unit, Poskesdes 1 unit, dan 
posyandu sebanyak 3 unit. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tebel 
4.7 di bawah ini:  
Tabel 4.7 
Sarana Fasilitas Kesehatan  
di Kelurahan Wameo Tahun 2016 
No. Sarana Kesehatan 
Jumlah 
(unit) 
Jenis 
Bangunan 
1. Puskesmas 1 Permanen 
2. Poskesdes 1 Permanen 
3. Posyandu 3 Permanen 
Jumlah 5 - 
Sumber: Survey Lapangan Tahun 2016 
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Gambar 4.3: Sarana Kesehatan Kelurahan Wameo 
d. Sarana Peribadatan 
Sarana peribadatan menjadi pemberi informasi tentang 
kepercayaan yang dianut oleh penduduk di wilayah tertentu. Di 
Kelurahan Wameo hanya ada satu jenis sarana peribadatan yakni 
mesjid, dimana masjid yang ada di Kelurahan Wameo ini berjumlah 2 
unit dengan jenis bangunan permanen. 
  
Gambar 4.4: Sarana Peribadatan Kelurahan Wameo 
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e. Sarana Perdagangan dan Jasa 
Sarana perdagangan dan jasa di Kelurahan Wameo dibedakan 
atas beberapa jenis kegiatan. Berdasarkan hasil observasi lapangan pada 
tahun 2016 di dapatkan  sarana perdagangan dan jasa di Kelruahan 
Wameo adalah sebagai berikut: 
Tabel 4.8 
Sarana Perdagangan dan Jasa  
di Kelurahan Wameo Tahun 2016 
No. Sarana Perdagangan  
dan Jasa 
Jumlah  
(unit) 
1. Pasar 1 
2. TPI 1 
3. SPBN 1 
4. Hotel 1 
5. ATM 1 
6. Toko 43 
7. Warung Makan/Kopi 17 
8. Kios 74 
9. Bengkel 6 
10. Salon 2 
11. Koperasi 4 
12. Tukang Jahit 2 
Jumlah 153 
Sumber: Survey Lapangan Tahun 2016 
Dari tabel diatas dapat dilihat beberapa jenis kegiatan sarana 
perdagangan dan jasa di Kelurahan Wameo, dimana pasar, TPI, SPBN, 
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hotel dan ATM masing-masing terdapat 1 unit, toko 43 unit, kios 74 
unit, warung 17 unit, bengkel 6 unit, koperasi 4 unit, salon dan tukang 
jahit 2 unit. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.5: Sarana Perdagangan dan Jasa Kelurahan Wameo 
 
5. Prasarana Kelurahan Wameo 
a. Prasarana Jaringan Jalan 
Berdasarkan fungsinya, di Kelurahan Wameo terdapat empat 
jenis jalan yakni jalan kolektor primer, jalan kolektor sekunder, jalan 
lokal dan jalan lingkungan. Sedangkan menurut kondisinya terbagi pula 
atas dua yakni kondisi jalan baik dan kondisi jalan sedang. Jenis jalan di 
wilayah ini ada yang berbahan aspal, dan beberapa berbahan beton. 
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Dari hasil observasi lapangan, utilitas jaringan jalan di Kelurahan 
Wameo sudah tergolong baik. Hal ini dapat dilihat dari jenis dan kondisi 
jalan arteri maupun kolektor yang sering dilalui kendaraan di wilayah 
ini. Adapun klasifikasi, kondisi, jenis serta lebar pada masing-masing 
jalan di Kelurahan Wameo dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut ini: 
Tabel 4.9 
Klasifikasi Prasarana Jalan  
di Kelurahan Wameo Tahun 2016 
No. Nama Jalan Fungsi Kondisi Jenis 
Lebar 
(m) 
1. Jl. Betoambari Kolektor Primer Baik Aspal 12 
2. Jl. Dr. Wahidin Kolektor Sekunder Baik Aspal 7 
3. Jl. Erlangga Kolektor Sekunder Baik Aspal 6 
4. Jl. Hayam Wuruk Kolektor Sekunder Baik Aspal 7 
5. Jl. Wakaaka Kolektor Sekunder Baik Aspal 6 
6. Jl. Waode Walanda Lokal Baik Aspal 3 
7. Jl. Abd. Azis Lokal Baik Aspal 3 
8. Jl. Hang Jabat Lokal Baik Aspal 3 
9. Jl. Panglima Polim Lokal Baik Aspal 3 
10. Jl. Hang Lekir Lokal Baik Aspal 3 
11. Jl. Wasilomata Lokal Baik Aspal 3 
Sumber: Survey Lapangan Tahun 2016 
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa hampir semua prasarana 
jaringan jalan di Kelurahan Wameo dalam kondisi baik dan merupakan 
jenis jalan beraspal, adapun jalan dengan kondisi sedang terdapat pada 
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beberapa jalan lingkungan berupa lorong-lorong yang ada di Kelurahan 
Wameo. Jalan lingkungan di Kelurahan Wameo sendiri memiliki lebar 
2-1 meter dengan jenis jalan berupa beton. 
  
Gambar 4.6: Prasarana Jaringan Jalan Kelurahan Wameo 
b. Prasarana Jaringan Drainase 
Prasarana jaringan drainase di Kelurahan Wameo mengikuti pola 
jaringan jalan dengan sistem drainase tertutup dan sebagian lagi dengan 
sistem drainase terbuka. Sistem drainase tertutup ini terdapat di 
sepanjang jalan Betoambari, jalan Erlangga, jalan Hayam Wuruk, jalan 
Wakaaka, dan jalan Dr. Wahidin. Adapaun drainase terbuka terdapat 
pada kawasan pasar, rumah susun dan kawasan TPI. Sedangkan pada 
jalan lokal dan lingkungan belum terdapat jaringan drainase. Kondisi 
jaringan drainase pada kawasan pasar dan rumah susun sendiri cukup 
memprihatinkan, dimana fungsi drainase sebagai tempat pembuangan 
limbah cair maupun air hujan tidak berfungsi secara maksimal 
diakibatkan banyaknya sampah yang terdapat pada drainase tersebut, 
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sehingga kondisi tersebut dapat membuat beberapa tempat pada 
kawasan ini tergenang ketika musim penghujan datang. 
  
Gambar 4.7: Prasarana Jaringan Drainase Kelurahan Wameo 
c. Prasarana Jaringan Air Bersih 
Air bersih merupakan sumber kebutuhan utama terkait 
keberlangsungan hidup masyarakat. Prasarana jaringan air bersih di 
Kelurahan Wameo umumnya sudah menggunakan air bersih yang 
bersumber dari PDAM. Dari hasil observasi lapangan, hampir seluruh 
masyarakat di Kelurahan ini menggunakan air bersih PDAM untuk 
kebutuhan sehari-hari seperti mandi dan mencuci. Namun, terdapat pula 
sebagian masyarakat yang masih menggunakan sumur dalam sebagai 
kebutuhan air bersih mereka untuk kebutuhan sehari-hari. 
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Gambar 4.8: Prasarana Jaringan Air Bersih Kelurahan Wameo 
d. Prasarana Jaringan Listrik 
Prasarana jaringan listrik di Kelurahan Wameo sudah terpenuhi 
dan menjangkau seluruh wilayah kelurahan tersebut, yang disediakan 
oleh PLN. Jaringan listrik di Kelurahan Wameo memiliki rata-rata daya 
dengan kapasitas 2200 VA untuk masyarakat mampu, sedangkan 
masyarakat yang kurang mampu memiliki rata-rata daya dengan 
kapasitas 450 VA. 
  
Gambar 4.9: Prasarana Jaringan Listrik Kelurahan Wameo 
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e. Prasarana Jaringan Telekomunikasi 
Keberadaan jaringan telekomunikasi dimaksudkan untuk 
memenuhi kebutuhan komunikasi dalam menghadapi perkembangan 
kota dan setidaknya mengurangi kesenjangan di suatu wilayah. Seiring 
dengan berkembangnya teknologi komunikasi, jenis prasarana 
telekomunikasi yang digunakan penduduk di Kelurahan Wameo yakni 
telepon seluler (handphone) menggantikan prasarana komunikasi jenis 
telepon rumah ataupun telepon umum. Dari data yang didapatkan di 
BPS Kota Baubau tahun 2015 jumlah pelanggan telepon rumah di 
Kelurahan Wameo pada tahun 2014 sebanyak 129 pelanggan, 
sedangkan berdasarkan hasil observasi lapangan di kelurahan ini, 
masyarakat cenderung menggunakan telepon seluler (handphone) yang 
lebih praktis dan bisa dibawa kemana-mana.  
 
Gambar 4.10: Prasarana Jaringan Telekomunikasi Kelurahan Wameo 
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f. Prasarana Jaringan Persampahan 
Sistem jaringan persampahan di Kelurahan Wameo sebenarnya 
sudah tergolong baik, ini dapat dilihat dari tersedianya prasarana-
prasarana persampahan di rumah-rumah warga maupun di tempat-
tempat umum seperti pasar yakni tong sampah yang disediakan 
BAPPEDA Kota Baubau dan beberapa konteiner. Namun, sistem 
manajemen persampahan yang tidak berjalan dengan baik seperti tidak 
menentunya jadwal pengangkutan sampah, membuat masyarakat 
memilih untuk memakai sistem komunal langsung dimana warga 
mengumpulkan sampah mereka dan kemudian dibakar. Berbeda halnya 
pada kawasan permukiman, kawasan pasar dan rumah susun sendiri 
disediakan konteiner sebagai TPS, namun banyaknya jumlah sampah 
membuat beberapa konteiner yang disediakan tidak cukup untuk 
menampung sampah yang dihasilkan dari aktifitas pasar dan rumah 
susun tersebut. Hal ini tentunya menyebabkan tercemarnya kualitas 
lingkungan di kawasan ini, ditambah lagi tingkat kesadaran masyarakat 
akan lingkungan yang masih rendah dilihat dari masih banyaknya 
masyarakat yang membuang sampah sembarangan seperti di jalan dan 
drainase. 
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Gambar 4.11: Prasarana Jaringan Persampahan Kelurahan Wameo 
 
B. Kondisi Tata Bangunan Kelurahan Wameo 
Ciri-ciri suatu kota dapat disebut berkelanjutan adalah apabila kota 
tersebut sudah memiliki kondisi tata bangunan dan lingkungan yang baik dan 
telah mengikuti arahan kebijakan yang berlaku. Tata bangunan yang baik adalah 
tata bangunan yang memiliki tingkat KDB, KLB, dan GSB yang tidak melebihi 
standar yang telah ditetapkan dan memiliki KDH sebagai area hijau atau resapan 
air. Kondisi tata bangunan di Kelurahan Wameo sendiri dapat dilihat dari 
koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien lantai bangunan (KLB), garis 
sempadan bangunan (GSB) dan koefisien dasar hijau (KDH) yang terdapat pada 
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beberapa koridor jalan yang ada pada kelurahan ini, yaitu koridor Jalan 
Betoambari, koridor Jalan Erlangga, koridor Jalan Dr. Wahidin, koridor Jalan 
Hayam Wuruk dan koridor Jalan Wakaaka. Berikut ini adalah penjabaran kondisi 
tata bagunan dari beberapa koridor jalan yang ada di Kelurahan Wameo. 
1. Koridor Jalan Betoambari 
Koridor jalan ini terletak pada sebelah selatan Kelurahan Wameo 
tepatnya di Lingkungan Kabumbu. Panjang koridor Jalan Betoambari pada 
wilayah Kelurahan Wameo adalah 191 meter dengan luas deliniasi koridor 
yaitu 0,59 Ha . Jenis fungsi lahan koridor Jalan Betoambari pada wilayah 
Kelurahan Wameo yaitu lahan permukiman dan lahan perdagangan dan jasa 
dengan jenis bangunan permanen. Dimana fasilitas permukiman pada 
koridor Jalan Betoambari di wilayah Kelurahan Wameo ini sebanyak 5 unit 
dan 10 unit untuk fasilitas perdagangan dan jasa. 
a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) 
Dari hasil observasi lapangan, maka diketehui koefisien dasar 
bangunan (KDB) untuk permukiman yang terdapat pada koridor jalan 
ini yaitu memiliki rata-rata sebesar 78% dan untuk perdagangan dan jasa 
memiliki KDB rata-rata sebesar 83%, dimana KDB ini dapat dilihat dari 
perbandingan luas lantai dasar bangunan dengan luas kavling suatu 
bangunan. 
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b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) 
Jumlah lantai bangunan pada koridor Jalan Betoambari di 
wilayah Kelurahan Wameo berkisar antara 1 – 3 lantai. Dilihat dari 
KDB yang terdapat pada koridor jalan ini, maka jumlah koefisien lantai 
bangunan (KLB) pada koridor jalan ini untuk permukiman rata-rata 
sebesar 1,1 dan koefisien lantai bangunan (KLB) untuk perdagangan 
dan jasa rata-rata sebesar 1,5. 
c. Garis Sempadan Bangunan (GSB) 
Garis sempadan bangunan (GSB) merupakan jarak terdekat 
bangunan dengan tepi jalan, dihitung dari batas terluar muka bangunan 
sampai batas daerah milik jalan. Pada koridor Jalan Betoambari ini, 
besarnya garis sempadan bangunan (GSB) bervariasi antara 1 – 4 meter. 
Dimana GSB untuk permukiman mempunyai rata-rata sebesar 2,8 meter 
sedangkan untuk GSB perdagangan dan jasa rata-rata sebesar 2,9 meter. 
d. Koefisien Dasar Hijau (KDH) 
Koefisien dasar hijau (KDH) ini dilihat berdasarkan persentase 
luas ruang terbuka yang diperuntukkan untuk taman terhadap luas 
kavling/lahan. Kondisi koefisien dasar hijau (KDH) di koridor Jalan 
Betoambari untuk lahan permukiman rata-rata mempunyai KDH sebesar 
20% sedangkan untuk KDH lahan perdagangan dan jasa 0%, dimana 
rata-rata halaman/lahan terbuka yang tersedia pada lahan perdagangan 
dan jasa di koridor jalan ini merupakan pengerasan/beton, sehingga area 
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untuk resapan air tidak ada. Sebagaimana fungsi dari koefisien dasar 
hijau (KDH) adalah untuk menciptakan area resapan air untuk 
keberlangsungan lingkungan hidup. 
Tabel 4.10 
Kondisi Tata Bangunan pada Koridor Jalan Betoambari  
di Wilayah Kelurahan Wameo Tahun 2016 
No. Fungsi Bangunan 
Jumlah 
(Unit) 
Tata Bangunan 
KDB KLB GSB KDH 
1. Permukiman 5 78% 1,1 2,8 m 20% 
2. Perdagangan dan Jasa 10 83% 1,5 2,9 m 0% 
Sumber: Survey Lapangan Tahun 2016 
 
Gambar 4.12: Kondisi Tata Bangunan di Koridor Jalan Betoambari  
  Kelurahan Wameo 
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Peta Fungsi Bangunan Koridor Jlaan Betoambari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
92 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PETA KDB JALAN BETOAMBARI 
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PETA KLB JALAN BETOAMBARI 
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PETA TB JALAN BETOAMBARI 
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PETA KDH JALAN BETOAMBARI 
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2. Koridor Jalan Erlangga 
Koridor jalan ini terletak di Lingkungan Kabumbu Kelurahan 
Wameo. Panjang koridor Jalan Erlangga pada Kelurahan Wameo yaitu 
kurang lebih 372 meter dengan luas deliniasi koridor 1,53 Ha. Jenis fungsi 
lahan pada koridor jalan ini yaitu permukiman, perdagangan dan jasa, 
pendidikan, dan pergudangan. Dimana jumlah fasilitas permukiman 
sebanyak 37 unit, fasilitas perdagangan dan jasa sebanyak 21 unit, fasilitas 
pergudangan 1 unit dan fasilitas pendidikan 1 unit.  
a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) 
Koefisien dasar bangunan (KDB) pada koridor Jalan Erlangga di 
Kelurahan Wameo sangat bervariasi yaitu 60% - 100%. Dimana 
koefisien dasar bangunan (KDB) untuk lahan permukiman mempunyai 
rata-rata sebesar 84%, untuk lahan perdagangan dan jasa mempunyai 
KDB rata-rata sebesar 96%, KDB fasilitas pergudangan 80%, dan KDB 
fasilitas pendidikan 80%. 
b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) 
Jumlah lantai bangunan pada koridor Jalan Erlangga di kawasan 
ini yaitu 1 – 2 lantai, dengan koefisien lantai bangunan (KLB) antara 
lain, lahan permukiman mempunyai KLB rata-rata sebesar 1,0 , lahan 
perdaganagn dan jasa memiliki KLB rata-rata 1,2 , lahan pergudangan 
KLB 0,8 , dan lahan pendidikan memiliki KLB sebesar 0,8. 
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c. Garis Sempadan Bangunan (GSB) 
Kondisi garis sempadan bangunan (GSB) pada koridor Jalan 
Erlangga ini yaitu antara 1 – 2 meter. Untuk penggunaan lahan 
permukiman rata-rata mempunyai GSB yaitu 1,5 meter, untuk lahan 
perdagangan dan jasa mempunyai GSB rata-rata 1,3 meter, untuk 
pergudangan memiliki GSB 2 meter, dan GSB lahan pendidikan yaitu 
sebesar 2 meter. 
d. Koefisien Dasar Hijau (KDH) 
Pada koridor Jalan Erlangga di wilayah Kelurahan Wameo ini 
memiliki koefisien dasar hijau (KDH) antara 0% – 40%. Dimana 
koefisien dasar hijau (KDH) untuk lahan permukiman rata-rata sebesar 
16%, untuk lahan perdagangan dan jasa pada koridor jalan ini 
mempunyai KDH rata-rata 3%, untuk lahan pergudangan memiliki 
KDH sebesar 20%, dan untuk lahan pendidikan memiliki KDH 20%. 
Tabel 4.11 
Kondisi Tata Bangunan pada Koridor Jalan Erlangga  
di Wilayah Kelurahan Wameo Tahun 2016 
No. Fungsi Bangunan 
Jumlah 
(Unit) 
Tata Bangunan 
KDB KLB GSB KDH 
1. Permukiman 37 84% 1,0 1,5 m 16% 
2. Perdagangan dan Jasa 21 96% 1,2 1,3 m 3% 
3. Pergudangan 1 80% 0,8 2 m 20% 
4. Pendidikan 1 80% 0,8 2 m 20% 
Sumber: Survey Lapangan Tahun 2016 
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Gambar 4.13: Kondisi Tata Bangunan di Koridor Jalan Erlangga 
    Kelurahan Wameo 
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PETA Fungsi Bangunan JALAN ERLANGGA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100 
 
 
 
 
 
PETA KDB JALAN ERLANGGA 
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PETA KLB JALAN ERLANGGA 
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PETA TB JALAN ERLANGGA 
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PETA KDH JALAN ERLANGGA 
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3. Koridor Jalan Hayam Wuruk 
Koridor Jalan Hayam Wuruk berada pada Lingkungan Limbu 
Kelurahan Wameo. Panjang jalan pada koridor Jalan Hayam Wuruk di 
wilayah Kelurahan Wameo ini yaitu 351 meter dengan luas deliniasi koridor 
1,46 Ha. Fungsi lahan yang berada di sepanjang koridor Jalan Hayam Wuruk 
pada wilayah Kelurahan Wameo ini adalah lahan permukiman, lahan 
perdagangan dan jasa, dan kesehatan. Jumlah fasilitas permukiman pada 
koridor jalan ini yaitu sebanyak 35 unit, fasilitas perdagangan dan jasa 
sebanyak 16 unit, dan fasilitas kesehatan 1 unit. 
a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) 
Koefisien dasar bangunan (KDB) pada koridor Jalan Hayam 
Wuruk di wilayah Kelurahan Wameo berkisar antara 60% - 100%. 
Adapun untuk fasilitas permukiman mempunyai KDB rata-rata sebesar 
88%, pada fasilitas perdagangan dan jasa memiliki KDB rata-rata 
sebesar 95%, dan KDB fasilitas kesehatan  sebesar 90%. 
b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) 
Kondisi jumlah lantai bangunan pada koridor Jalan Hayam 
Wuruk ini yaitu 1 – 2 lantai, dimana koefisien lantai bangunan (KLB) 
untuk lahan permukiman rata-rata sebesar 1,0 , untuk lahan perdagangan 
dan jasa mempunyai KLB sebesar 1,1 , dan untuk lahan kesehatan 
mempunyai KLB sebesar 0,9. 
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c. Garis Sempadan Bangunan (GSB) 
Garis sempadan bangunan (GSB) di koridor Jalan Hayam Wuruk 
pada wilayah Keurahan Wameo ini berkisar antara 1 – 2 meter. Adapun 
garis sempadan bangunan (GSB) untuk lahan permukiman mempunyai 
rata-rata sebesar 1,4 meter, untuk lahan perdagangan dan jasa 
mempunyai GSB rata-rata 1,4 meter, dan untuk lahan kesehatan 
mempunyai GSB sebesar 1 meter. 
d. Koefisien Dasar Hijau (KDH) 
Koefisien dasar hijau (KDH) pada koridor Jalan Hayam Wuruk 
ini  berkisar antara 0% - 40%, dimana beberapa fasilitas permukiman 
dan fasilitas perdagangan dan jasa tidak memiliki KDH. Adapun 
koefisien dasar hijau (KDH) untuk lahan permukiman memiliki rata-rata 
sebesar 12%, KDH untuk lahan perdagangan dan jasa mempunyai rata-
rata sebesar 3%, dan untuk lahan kesehatan memiliki KDH 10%. 
Tabel 4.12 
Kondisi Tata Bangunan pada Koridor Jalan Hayam Wuruk 
di Wilayah Kelurahan Wameo Tahun 2016 
No. Fungsi Bangunan 
Jumlah 
(Unit) 
Tata Bangunan 
KDB KLB GSB KDH 
1. Permukiman 35 88% 1,0 1,4 m 12% 
2. Perdagangan dan Jasa 16 95% 1,1 1,4 m 3% 
3. Kesehatan 1 90% 0,9 1 m 10% 
Sumber: Survey Lapangan Tahun 2016 
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Gambar 4.14: Kondisi Tata Bangunan di Koridor Jalan Hayam Wuruk 
  Kelurahan Wameo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
107 
 
 
 
 
PETA Fungsi Bangunan JALAN HAYAM WURUK 
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PETA KDB JALAN HAYAM WURUK 
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PETA KLB JALAN HAYAM WURUK 
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PETA TB JALAN HAYAM WURUK 
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PETA KDH JALAN HAYAM WURUK 
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4. Koridor Jalan Wakaaka 
Koridor Jalan Wakaaka ini berada di sebagian Lingkungan Limbu 
dan sebagian lagi di Lingkungan Ponda Kelurahan Wameo. Panjang jalan 
koridor Jalan Wakaaka ini adalah 301 meter dengan luas deliniasi koridor 
yaitu 2,66 Ha. Fungsi lahan yang ada pada koridor jalan ini yaitu, lahan 
permukiman, lahan perdagangan dan jasa, dan lahan pemerintahan dan 
pelayanan umum. Adapun jumlah fasilitas permukiman di koridor Jalan 
Wakaaka pada wilayah Kelurahan Wameo adalah sebanyak 23 unit, fasilitas 
perdagangan dan jasa sebanyak 23 unit, dan untuk fasilitas pemerintahan dan 
pelayanan umum sebanyak 2 unit. 
a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) 
Berdasarkan hasil observasi lapangan, koefisien dasar bangunan 
(KDB) pada koridor Jalan Wakaaka ini yaitu 60% - 100%. Dimana 
koefisien dasar bangunan (KDB) untuk lahan permukiman koridor jalan 
ini mempunyai rata-rata sebesar 91%, untuk lahan perdagangan dan jasa 
mempunyai KDB rata-rata sebesar 96%, dan untuk lahan pemerintahan 
dan pelayanan umum koridor jalan ini mempunyai KDB rata-rata 
sebesar 65%. 
b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) 
Jumlah lantai bangunan yang ada pada koridor Jalan Wakaaka 
ini yaitu 1 sampai 3 lantai, dimana koefisien lantai bangunan (KLB) 
untuk lahan permukiman koridor jalan ini rata-rata sebesar 1,2 , untuk 
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lahan perdagangan dan jasa mempunyai KLB rata-rata sebesar 1,6 , dan 
untuk lahan pemerintahan dan pelayanan umum memiliki KLB rata-rata 
sebesar 0,7. 
c. Garis Sempadan Bangunan (GSB) 
Kondisi garis sempadan bangunan (GSB) koridor Jalan Wakaaka 
pada wilayah Kelurahan Wameo mempunyai rata-rata sebesar 1 meter. 
Dimana GSB lahan permukiman 1 meter, GSB lahan perdagangan dan 
jasa 1 meter dan GSB lahan pemerintahan dan pelayanan umum 1 
meter. 
d. Koefisien Dasar Hijau (KDH) 
Koefisien dasar hijau (KDH) pada koridor jalan ini berkisar 
antara 0% - 40%, namun rata-rata fasilitas permukiman dan fasilitas 
perdagangan dan jasa koridor jalan Wakaaka ini tidak memiliki 
koefisien dasar hijau (KDH). Adapun rata-rata koefisien dasar hijau 
(KDH) untuk fasilitas permukiman yaitu sebesar 8%, untuk lahan atau 
fasilitas perdagangan dan jasa mempunyai koefisien dasar hijau (KDH) 
0%, dan untuk fasilitas pemerintahan dan pelayanan umum memiliki 
rata-rata KDH sebesar 35%. 
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Tabel 4.13 
Kondisi Tata Bangunan pada Koridor Jalan Wakaaka 
di Wilayah Kelurahan Wameo Tahun 2016 
No. Fungsi Bangunan 
Jumlah 
(Unit) 
Tata Bangunan 
KDB KLB GSB KDH 
1. Permukiman 23 91% 1,2 1 m 8% 
2. Perdagangan dan Jasa 23 96% 1,6 1 m 0% 
3. Pemerintahan dan 
Pelayanan Umum 
2 65% 0,7 1 m 35% 
Sumber: Survey Lapangan Tahun 2016 
  
Gambar 4.15: Kondisi Tata Bangunan di Koridor Jalan Wakaaka 
      Kelurahan Wameo 
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5. Koridor Jalan Dr. Wahidin 
Koridor Jalan Dr. Wahidin terletak disebelah barat Kelurahan 
Wameo berbatasan dengan Kelurahan Tarafu, koridor jalan ini tepatnya 
berada di Lingkungan Kabumbu dan Lingkungan Limbu Kelurahan Wameo. 
Panjang jalan koridor Jalan Dr. Wahidin ini adalah 718 meter dengan luas 
deliniasi koridor yaitu 1,36 Ha. Jenis fungsi lahan pada koridor Jalan Dr. 
Wahidin ini yaitu lahan permukiman, lahan perdagangan dan jasa, dan lahan 
pendidikan. Adapun jumlah fasilitas yang ada pada koridor jalan ini yaitu 
sebanyak 55 unit, dimana fasilitas permukiman sebanyak 38 unit, fasilitas 
perdagangan dan jasa sebanyak 14 unit, dan fasilitas pendidikan 1 unit.  
a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) 
Kondisi koefisien dasar bangunan (KDB) pada koridor Jalan Dr. 
Wahidin berkisar antara 60% - 100%. Dimana untuk lahan permukiman 
mempunyai koefisien dasar bangunan (KDB) rata-rata sebesar 88%, 
untuk lahan perdagangan dan jasa mempunyai KDB rata-rata sebesar 
96%, dan untuk lahan atau fasilitas pendidikan mempunyai KDB 
sebesar 80%. 
b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) 
Koefisien lantai bangunan (KLB) mengacu pada jumlah lantai 
bangunan yang terdapat pada suatu lahan tertentu. Jumlah lantai 
bangunan pada koridor jalan ini yaitu 1 – 3 lantai, adapun kondisi 
koefisien lantai bangunan (KLB) pada lahan permukiman mempunyai 
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rata-rata sebesar 0,9 , untuk lahan perdagangan dan jasa mempunyai 
KLB rata-rata sebesar 1,4, dan untuk lahan pendidikan mempunyai KLB 
sebesar 0,8. 
c. Garis Sempadan Bangunan (GSB) 
Kondisi garis sempadan bangunan (GSB) pada koridor Jalan Dr. 
Wahidin ini antara 1 – 2 meter. Dimana garis sempadan bangunan 
(GSB) rata-rata pada lahan permukiman sebesar 1,2  meter, lahan 
perdagangan dan jasa mempunyai GSB rata-rata sebesar 1,1 meter, dan 
lahan pendidikan memiliki GSB sebesar 1 meter. 
d. Koefisien Dasar Hijau (KDH) 
Koefisien dasar hijau (KDH) pada koridor Jalan Dr. Wahidin 
berkisar antara 0% - 40%. Adapun rata-rata koefisien dasar hijau (KDH) 
pada koridor jalan ini yaitu untuk lahan permukiman rata-rata 
mempunyai KDH sebesar 12%, untuk lahan perdagangan dan jasa rata-
rata tidak mempunyai KDH atau 0%, dan untuk lahan pendidikan 
mempunyai KDH sebesar 0%. 
Tabel 4.14 
Kondisi Tata Bangunan pada Koridor Jalan Dr. Wahidin 
di Wilayah Kelurahan Wameo Tahun 2016 
No. Fungsi Bangunan 
Jumlah 
(Unit) 
Tata Bangunan 
KDB KLB GSB KDH 
1. Permukiman 38 88% 0,9 1,2 m 12% 
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No. Fungsi Bangunan 
Jumlah 
(Unit) 
Tata Bangunan 
KDB KLB GSB KDH 
2. Perdagangan dan Jasa 14 96% 1,4 1,1 m 0% 
3. Pendidikan 1 80% 0,8 1 m 0% 
Sumber: Survey Lapangan Tahun 2016 
  
Gambar 4.16: Kondisi Tata Bangunan di Koridor Jalan Dr. Wahidin 
   Kelurahan Wameo 
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C. Kondisi Tata Lingkungan Kelurahan Wameo 
Tata lingkungan merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk 
mengatur lingkungan hidup. Dengan ditatanya lingkungan hidup, diharapkan 
dapat tercipta keindahan, kenyamanan, kebersihan, dan kerindangan. Penataan 
lingkungan juga bermanfaat untuk memperbaiki kualitas lingkungan hidup agar 
kebutuhan dasar kita dapat terpenuhi, yaitu terwujudnya pengelolahan 
lingkungan dan terwujudnya keseimbangan tata guna lahan dan daya dukungnya. 
Kondisi tata lingkungan di Kelurahan Wameo dapat diidentifikasi dari 
ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) privat, ruang terbuka hijau (RTH) 
publik, dan keadaan/kondisi sanitasi pada wilayah Kelurahan Wameo. 
1. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Privat 
 Ruang terbuka hijau (RTH) privat merupakan ruang terbuka yang 
dikelolah/dimiliki oleh suatu institusi tertentu atau orang perseorangan 
dimana pemanfaatannya digunakan untuk kalangan terbatas berupa kebun 
atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami 
tumbuhan.  
Ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) privat di beberapa koridor 
jalan yang ada pada Kelurahan Wameo di lihat dari besaran KDH untuk 
fasilitas permukiman sudah cukup memadai. Dari 5 koridor jalan yang telah 
dilakukan pengamatan/survey terdapat 14% rata-rata RTH privat untuk 
fasilitas permukiman di Kelurahan Wameo, dengan rincian 20% RTH privat 
untuk koridor Jalan Betoambari, 12% RTH privat untuk koridor Jalan Dr. 
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Wahidin, 8% RTH privat koridor Jalan Wakaaka, 12% RTH privat koridor 
Jalan Hayam Wuruk dan 16% RTH privat untuk koridor Jalan Erlangga. 
Sedangkan ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) privat untuk fasilitas 
perdagangan dan jasa di 5 koridor jalan pada wilayah Kelurahan Wameo 
memiliki rata-rata sebesar 1,2%, dimana hanya koridor Jalan Hayam Wuruk 
dan koridor Jalan Erlangga yang memiliki RTH privat pada kawasan ini 
yaitu pada Jalan Hayam Wuruk sebesar 3% dan Jalan Erlangga sebesar 3%. 
 
Gambar 4.17: Ketersediaan RTH Privat di Kelurahan Wameo 
2. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik 
Ruang terbuka hijau (RTH) publik adalah RTH yang dimiliki dan 
dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk 
kepentingan masyarakat secara umum, seperti taman kota, hutan kota,  
pemakaman, lapangan olahraga dan lain sebagainya. 
Ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) publik pada 5 koridor jalan 
di wilayah Kelurahan Wameo masih sangat terbatas dan belum maksimal. 
Dari total luas deliniasi 5 koridor jalan di wilayah Kelurahan Wameo sebesar 
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7,6 Ha, hanya 0,63 Ha RTH publik yang tersedia atau 8%. Dimana RTH 
publik ini berupa lahan kosong, serta pemakaman, dengan rincian 0,28 Ha 
lahan kosong, dan 0,35 Ha pemakaman. Sebaran RTH publik di 5 koridor 
jalan ini berada pada, koridor Jalan Erlangga, dan Koridor Jalan Hayam 
Wuruk.  
  
 
 
 
 
Gambar 4.18: Ketersediaan RTH Publik di Kelurahan Wameo 
3. Sanitasi 
Sanitasi merupakan perilaku disengaja dalam pembudayaan hidup 
bersih dengan maksud mencegah manusia bersentuhan langsung dengan 
kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya dengan harapan usaha ini 
akan menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia. Sanitasi dilakukan 
untuk menciptakan lingkungan yang bersih, nyaman dan sehat. 
Kondisi pengelolaan sanitasi di wilayah Kelurahan Wameo dalam 
pembuangan limbah rumah tangga masih sangat buruk. Dimana masih 
terdapat banyak sampah yang tidak dibuang pada tempatnya seperti pada 
selokan atau drainase, serta sistem pengelolaan sampah yang tidak berjalan 
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dengan baik yaitu tidak menentunya jadwal pengangkutan sampah yang 
dilakukan oleh dinas terkait membuat sampah yang ada di tempat 
pembuangan sementara (TPS) menumpuk dan berserakan dijalan, sehingga 
jika hujan turun mengakibatkan beberapa kawasan di Kelurahan Wameo 
seperti kawasan pasar wameo tergenang.  
Hal ini tentu dapat menyebabkan masalah kesehatan yang berbahaya 
bagi masyarakat, selain itu kondisi tersebut juga dapat menyebabkan 
masalah kerusakan lingkungan seperti banjir. Dalam hal ketersediaan air 
bersih, Kelurahan Wameo sudah mendapatkan distribusi air bersih yang 
bersumber dari PDAM, meskipun terdapat sebagian masyarakat yang masih 
menggunakan sumur galian. 
  
Gambar 4.19: Kondisi Pengelolaan Sanitasi di Kelurahan Wameo 
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D. Analisis 
1. Analisis Tata Bangunan Kelurahan Wameo 
Analisis tata bangunan ini dilakukan dengan cara membandingkan 
kondisi eksisting tata bangunan dibeberapa koridor jalan yang telah 
dilakukan pengamatan/survey di wilayah Kelurahan Wameo, dengan arahan 
rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL) Kawasan Wameo tahun 2014 
– 2024. Sehingga dengan demikian dapat diketahui seberapa besar ketidak 
sesuaian tata bangunan yang ada pada kawasan ini. 
a. Koridor Jalan Betoambari 
  Analisis kesesuaian tata bangunan Koridor Jalan Betoambari 
pada wilayah Kelurahan Wameo dapat di lihat pada tabel berikut ini. 
Tabel 4.15 
Analisis Tata Bangunan pada Koridor Jalan Betoambari 
di Wilayah Kelurahan Wameo Tahun 2016 
Fungsi 
Bangunan 
Jumlah 
(Unit) 
Tata 
Bangunan 
Kondisi 
Eksisting 
Arahan 
RTBL 
Keterangan 
Permukiman 5 
KDB 78% Max 60% × Tidak Sesuai 
KLB 1,1 Max 1,8 Sesuai
GSB 2,8 m 3,5 m × Tidak Sesuai 
KDH 20% Min 20% Sesuai
Perdagangan 
dan Jasa 
10 
KDB 83% Max 80% × Tidak Sesuai 
KLB 1,5 Max 2,4 Sesuai
GSB 2,9 m 3,5 m × Tidak Sesuai 
KDH 0% Min 10% × Tidak Sesuai 
Sumber: Hasil Analisis Tahun 2016 
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  Dari tabel 4.15, dapat dilihat bahwa KDB dan GSB pada 
fasilitas permukiman tidak sesuai dengan arahan RTBL Kawasan 
Wameo, dimana kondisi eksisting KDB koridor Jalan Betoambari ini 
sebesar 78% sedangkan arahan RTBL yang ditetapkan maximal 60%, 
begitupula dengan GSB koridor Jalan Betoambari yang memiliki rata-
rata 2,8 m sedangkan arahan RTBL sebesar 3,5 m. 
  Untuk fasilitas perdagangan dan jasa di koridor Jalan ini, dapat 
dilihat bahwa fasilitas perdagangan dan jasa tidak memenuhi standar 
KDH minimal 10% dan GSB sebesar 3,5 meter, sedangkan untuk KDB 
fasilitas ini terdapat 2 dari 10 unit fasilitas perdagangan dan jasa yang 
tidak sesuai dengan arahan RTBL Kawasan Wameo, sehingga dapat 
dikatakan KDB fasilitas ini masih kurang sesuai. 
  Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui seberapa besar 
ketidak sesuaian tata bangunan yang ada pada Koridor Jalan 
Betoambari. Dilihat dari luas deliniasi koridor jalan ini yang sebesar 
0,59 Ha, terdapat 6 unit bangunan dengan KDB yang tidak sesuai 
dengan arahan RTBL seluas 0,15 Ha sehingga besaran ketidak 
sesuaiannya mencapai 25% dengan rincian 4 unit fasilitas permukiman 
seluas 0,11 Ha dan 2 unit fasilitas perdagangan dan jasa seluas 0,14 Ha, 
untuk KDH terdapat 11 unit bangunan yang tidak sesuai dengan RTBL 
seluas 0,45 Ha sehingga besaran ketidak sesuaiannya sebesar 76% 
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dengan rincian 1 unit fasilitas permukiman seluas 0,02 Ha dan 10 unit 
fasilitas perdagangan dan jasa seluas 0,44 Ha, adapaun GSB pada 
koridor ini mempunyai besaran ketidak sesuaian sebesar 100%. Untuk 
lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel berikut. 
Tabel 4.16 
Besaran Ketidak Sesuaian Tata Bangunan pada Koridor Jalan 
Betoambari di Wilayah Kelurahan Wameo Tahun 2016 
No. 
Fungsi 
Bangunan 
Luas 
(Ha) 
Tata 
Bangunan 
Jumlah 
(Unit) 
Luas 
(Ha) 
Persentase  
1. Permukiman 0,15 
KDB 4 0,11 73% 
KLB 0 0 0% 
KDH 1 0,02 13% 
2. 
Perdagangan 
dan Jasa 
0,44 
KDB 2 0,14 32% 
KLB 0 0 0% 
KDH 10 0,44 100% 
Sumber: Hasil Analisis Tahun 2016 
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b. Koridor Jalan Erlangga 
  Analisis kesesuaian tata bangunan pada Koridor Jalan Erlangga 
di wilayah Kelurahan Wameo ini dapat di lihat pada tabel berikut. 
Tabel 4.17 
Analisis Tata Bangunan pada Koridor Jalan Erlangga 
di Wilayah Kelurahan Wameo Tahun 2016 
Fungsi 
Bangunan 
Jumlah 
(Unit) 
Tata 
Bangunan 
Kondisi 
Eksisting 
Arahan 
RTBL 
Keterangan 
Permukiman 37 
KDB 84% Max 60% × Tidak Sesuai 
KLB 1,0 Max 1,8 Sesuai
GSB 1,5 m 3,5 m × Tidak Sesuai 
KDH 16% Min 20% × Tidak Sesuai
Perdagangan 
dan Jasa 
21 
KDB 96% Max 80% × Tidak Sesuai 
KLB 1,2 Max 2,4 Sesuai
GSB 1,3 m 3,5 m × Tidak Sesuai 
KDH 3% Min 10% × Tidak Sesuai 
Pergudangan 1 
KDB 80% Max 60% × Tidak Sesuai 
KLB 0,8 Max 1,8 Sesuai
GSB 2 m 3,5 m × Tidak Sesuai 
KDH 20% Min 20% Sesuai
Pendidikan 1 
KDB 80% Max 60% × Tidak Sesuai 
KLB 0,8 Max 1,8 Sesuai
GSB 2 m 3,5 m × Tidak Sesuai
KDH 20% Min 20% Sesuai
Sumber: Hasil Analisis Tahun 2016 
Dapat kita lihat pada tabel 4.17, arahan RTBL Kawasan 
Wameo yang sesuai dengan tata bangunan fasilitas permukiman di 
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koridor Jalan Erlangga ini, yaitu hanya koefisien lantai bangunan (KLB) 
sebesar 1,0 dari max 1,8 meskipun terdapat 5 dari 37 unit yang belum 
sesuai, sedangkan untuk KDB dan GSB tidak sesuai dengan RTBL 
Kawasan Wameo. Adapun untuk KDH fasilitas permukiman, dari 37 
unit fasilitas terdapat 17 unit fasilitas permukiman yang tidak sesuai, 
sehingga dapat dikatan KDB untuk fasilitas permukiman masih kurang 
sesuai. 
 Tata bangunan faslitas perdagangan dan jasa yaitu KDB, GSB 
dan KDH tidak sesuai dengan RTBL Kawasan Wameo, dimana fasilitas 
ini memiliki KDB sebesar 96% dari Max 80%, KDH 3% dari minimal 
10% dan GSB 1,3 meter dari 3,5 meter yang telah ada pada RTBL 
Kawasan Wameo 2014 – 2024. Untuk fasilitas pergudangan mempunyai 
KDB dan GSB yang tidak sesuai, yaitu KDB sebesar 80% dari 60% dan 
GSB 2 meter dari 3,5 meter. Sedangkan untuk fasilitas pendidikan sama 
halnya dengan fasilitas pergudangan yang mempunyai KDB dan GSB 
yang tidak sesuai. 
Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat diketahui seberapa 
besar ketidak sesuaian tata bangunan yang ada pada Koridor Jalan 
Erlangga. Dari luas deliniasi koridor jalan ini yang sebesar 1,53 Ha, 
terdapat 1,36 Ha atau 55 unit bangunan dengan KDB yang tidak sesuai 
dengan arahan RTBL, sehingga besaran ketidak sesuaian KDB nya 
adalah 89% dengan rincian, fasilitas permukiman 34 unit seluas 0,9 Ha, 
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fasilitas perdagangan dan jasa 19 unit seluas 0,35 Ha, fasilitas 
pergudangan 1 unit seluas 0,03 Ha dan fasilitas pendidikan seluas 0,08 
Ha. Pada KLB koridor jalan ini terdapat 5 unit bangunan yang tidak 
sesuai dengan arahan RTBL seluas 0,1 Ha, sehingga besaran ketidak 
sesuaiannya adalah 7%, dimana 5 unit bangunan tersebut adalah fasilitas 
permukiman. Untuk KDH di Koridor Jalan Erlangga terdapat 0,70 Ha 
atau 34 unit bangunan yang tidak sesuai dengan RTBL, sehingga 
besaran ketidak sesuaiannya sebesar 46% dengan rincian, fasilitas 
permukiman 17 unit seluas 0,4 Ha, serta fasilitas perdagangan dan jasa 
17 unit seluas 0,3 Ha, dan GSB pada koridor ini mempunyai besaran 
ketidak sesuaian sebesar 100%. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada 
table 4.18 berikut. 
Tabel 4.18 
Besaran Ketidak Sesuaian Tata Bangunan pada Koridor Jalan Erlangga  
di Wilayah Kelurahan Wameo Tahun 2016 
No. 
Fungsi 
Bangunan 
Luas 
(Ha) 
Tata 
Bangunan 
Jumlah 
(Unit) 
Luas 
(Ha) 
Persentase  
1. Permukiman 1,0 
KDB 34 0,9 90% 
KLB 5 0,1 10% 
KDH 17 0,4 40% 
2. 
Perdagangan 
dan Jasa 
0,42 
KDB 19 0,35 83% 
KLB 0 0 0% 
KDH 17 0,3 71% 
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No. 
Fungsi 
Bangunan 
Luas 
(Ha) 
Tata 
Bangunan 
Jumlah 
(Unit) 
Luas 
(Ha) 
Persentase  
3. Pergudangan 0,03 
KDB 1 0,03 100% 
KLB 0 0 0% 
KDH 0 0 0% 
4. Pendidikan 0,08 
KDB 1 0,08 100% 
KLB 0 0 0% 
KDH 0 0 0% 
Sumber: Hasil Analisis Tahun 2016 
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c. Koridor Jalan Hayam Wuruk 
  Analisis kesesuaian tata bangunan Koridor Jalan Hayam 
Wuruk di wilayah Kelurahan Wameo ini dapat dilihat pada penjabaran 
berikut. 
Tabel 4.19 
Analisis Tata Bangunan pada Koridor Jalan Hayam Wuruk 
di Wilayah Kelurahan Wameo Tahun 2016 
Fungsi 
Bangunan 
Jumlah 
(Unit) 
Tata 
Bangunan 
Kondisi 
Eksisting 
Arahan 
RTBL 
Keterangan 
Permukiman 35 
KDB 88% Max 60% × Tidak Sesuai 
KLB 1,0 Max 1,8 Sesuai
GSB 1,4 m 3,5 m × Tidak Sesuai 
KDH 12% Min 20% × Tidak Sesuai
Perdagangan 
dan Jasa 
16 
KDB 95% Max 80% × Tidak Sesuai 
KLB 1,1 Max 2,4 Sesuai
GSB 1,4 m 3,5 m × Tidak Sesuai 
KDH 3% Min 10% × Tidak Sesuai 
Kesehatan 1 
KDB 90% Max 60% × Tidak Sesuai 
KLB 0,9 Max 1,2 Sesuai
GSB 1 m 3,5 m × Tidak Sesuai 
KDH 10% Min 20% × Tidak Sesuai 
Sumber: Hasil Analisis Tahun 2016 
 Tabel 4.19 menjelaskan, bahwa tata bangunan fasilitas 
permukiman mempunyai KDB, GSB dan KDH yang tidak sesuai 
dengan arahan RTBL Kawasan Wameo, dimana kondisi rata-rata KDB 
fasilitas permukiman yaitu 88% sedangkan arahan RTBL fasilitas ini 
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maximal 60%, untuk kondisi KDH fasilitas permukiman pada koridor 
jalan ini hanya 12% dari minimal 20% arahan RTBL yang ditetapkan, 
dan GSB sebesar 1,4 meter dari 3,5 meter pada koridor Jalan Hayam 
Wuruk ini. 
Untuk fasilitas perdagangan dan jasa serta failitas kesehatan 
juga mempunyai KDB, GSB, dan KDH yang tidak sesuai dengan arahan 
RTBL Kawasan Wameo, dimana KDB fasilitas ini masing-masing 
mempunyai besaran yaitu 95% dan 90% dari max 80% dan 60% arahan 
RTBL Kawasan Wameo, dan KDH masing-masing sebesar 3% dan 10% 
dari minimal 10% dan minimal 20%, hanya KLB yang sesuai dengan 
RTBL Kawasan Wameo, yang masing-masing sebesar 1,1 dan 0,9 dari 
maximal 2,4 dan 1,2. 
Berdasarkan hasil analisis tersebut, sehingga dapat diketahui 
seberapa besar ketidak sesuaian tata bangunan yang ada pada Koridor 
Jalan Hayam Wuruk. Dari luas deliniasi Koridor Jalan Hayam Wuruk 
sebesar 1,46 Ha, terdapat 1,38 Ha atau 50 unit bangunan dengan KDB 
yang tidak sesuai dengan arahan RTBL, sehingga besaran ketidak 
sesuaiannya adalah 95% dengan rincian, fasilitas permukiman 34 unit 
seluas 0,93 Ha, fasilitas perdagangan dan jasa seluas 15 unit seluas 0,41 
Ha, dan fasilitas kesehatan 1 unit seluas 0,04 Ha. Untuk KLB koridor 
jalan ini terdapat 0,04 Ha atau 2 unit bangunan yang tidak sesuai dengan 
arahan RTBL, sehingga besaran ketidak sesuaiannya adalah 3% dimana 
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2 unit tersebut merupakan fasilitas permukiman. Untuk KDH di Koridor 
Jalan ini terdapat 0,87 Ha atau 35 unit bangunan yang tidak sesuai 
dengan RTBL, sehingga besaran ketidak sesuaiannya yaitu 60% dengan 
rincian, fasilitas permukiman 21 unit dengan luas 0,49 Ha, fasilitas 
perdagangan dan jasa 13 unit seluas 0,34 Ha, dan fasilitas kesehatan 1 
unit seluas 0,04 Ha, dan adapun GSB pada koridor jalan ini mempunyai 
besaran ketidak sesuaian sebesar 100%. Untuk lebih jelasnya dapat 
dilihat pada tabel berikut. 
Tabel 4.20 
Besaran Ketidak Sesuaian Tata Bangunan pada Koridor Jalan Hayam 
Wuruk di Wilayah Kelurahan Wameo Tahun 2016 
No. 
Fungsi 
Bangunan 
Luas 
(Ha) 
Tata 
Bangunan 
Jumlah 
(Unit) 
Luas 
(Ha) 
Persentase  
1. Permukiman 0,98 
KDB 34 0,93 95% 
KLB 2 0,04 4% 
KDH 21 0,49 50% 
2. 
Perdagangan 
dan Jasa 
0,44 
KDB 15 0,41 93% 
KLB 0 0 0% 
KDH 13 0,34 77% 
3. Kesehatan 0,04 
KDB 1 0,04 100% 
KLB 0 0 0% 
KDH 1 0,04 100% 
Sumber: Hasil Analisis Tahun 2016 
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d. Koridor Jalan Wakaaka 
  Analisis kesesuaian tata bangunan Koridor Jalan Wakaaka 
pada wilayah Kelurahan Wameo ini dapat dilihat pada penjelasan 
berikut. 
Tabel 4.21 
Analisis Tata Bangunan pada Koridor Jalan Wakaaka 
di Wilayah Kelurahan Wameo Tahun 2016 
Fungsi 
Bangunan 
Jumlah 
(Unit) 
Tata 
Bangunan 
Kondisi 
Eksisting 
Arahan 
RTBL 
Keterangan 
Permukiman 23 
KDB 91% Max 60% × Tidak Sesuai 
KLB 1,2 Max 1,8 × Sesuai
GSB 1 m 3,5 m × Tidak Sesuai 
KDH 8% Min 20% × Tidak Sesuai
Perdagangan 
dan Jasa 
23 
KDB 96% Max 80% × Tidak Sesuai 
KLB 1,6 Max 2,4 Sesuai
GSB 1 m 3,5 m × Tidak Sesuai 
KDH 0% Min 10% × Tidak Sesuai 
Pemerintahan 
dan 
Pelayanan 
Umum 
2 
KDB 65% Max 70% Sesuai
KLB 0,7 Max 2,1 Sesuai
GSB 1 m 3,5 m × Tidak Sesuai 
KDH 35% Min 20% Sesuai
Sumber: Hasil Analisis Tahun 2016 
 Dari tabel 4.21 di atas, dapat diketahui bahwa rata-rata fasilitas 
permukiman, dan fasilitas perdagngan dan jasa mempunyai tata 
bangunan yang tidak sesuai dengan arahan RTBL Kawasan Wameo. 
Kondisi KDB fasilitas permukiman sendiri yaitu 91% dari maximal 
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60%, GSB sebesar 1 meter dari 3,5 meter, dan KDH sebesar 8% dari 
minimal 20% untuk fasilitas ini. Adapun untuk KLB fasilitas 
permukiman, meski rata-rata sudah sesuai dengan arahan RTBL, 
terdapat 2 unit dari 23 unit yang memiliki KLB lebih dari arahan RTBL 
sebesar 1,8. 
 Tata bangunan seperti KDB, GSB dan KDH fasilitas 
perdagangan dan jasa di koridor Jalan Wakaaka ini juga tidak sesuai 
dengan arahan RTBL Kawasan Wameo, hanya pada KLB saja yang 
sesuai yaitu 1,6 dari maximal 2,4. Untuk tata bangunan fasilitas 
pemerintahan dan pelayanan umum rata-rata sudah sesuai dengan 
arahan RTBL, yaitu KDB 65% dari maximal 70%, KLB 0,7 dari 
maximal 2,1, dan KDH sebesar 35% dari minimal 20%. 
Berdasarkan hasil analisis pada Koridor Jalan Wakaaka, maka 
dapat diketahui seberapa besar ketidak sesuaian tata bangunan yang ada 
pada Koridor Jalan ini. Dilihat dari luas deliniasi koridor jalan ini yang 
sebesar 2,66 Ha, terdapat 0,75 Ha atau 45 unit bangunan dengan KDB 
yang tidak sesuai dengan arahan RTBL, sehingga besaran ketidak 
sesuaian KDB nya adalah 28% dengan rincian, fasilitas permukiman 23 
unit seluas 0,43 Ha, dan fasilitas perdagangan dan jasa 22 unit seluas 
0,32 Ha. Pada KLB koridor jalan ini terdapat 4 unit bangunan yang 
tidak sesuai dengan arahan RTBL seluas 0,08 Ha, sehingga besaran 
ketidak sesuaiannya yaitu 3% dimana fasilitas permukiman 2 unit seluas 
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0,04 Ha dan fasilitas perdagangan dan jasa 2 unit seluas 0,04 Ha. Untuk 
KDH di Koridor Jalan Wakaaka terdapat 2,42 Ha atau 42 unit bangunan 
yang tidak sesuai dengan RTBL, sehingga besaran ketidak sesuaiannya 
mencapai 91% dengan rincian fasilitas permukiman 19 unit seluas 0,34 
Ha, dan fasilitas perdagangan dan jasa 23 unit seluas 2,08 Ha. Adapun 
GSB pada koridor jalan ini mempunyai besaran ketidak sesuaian sebesar 
100%. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel 4.22 berikut. 
Tabel 4.22 
Besaran Ketidak Sesuaian Tata Bangunan pada Koridor Jalan Wakaaka 
di Wilayah Kelurahan Wameo Tahun 2016 
No. 
Fungsi 
Bangunan 
Luas 
(Ha) 
Tata 
Bangunan 
Jumlah 
(Unit) 
Luas 
(Ha) 
Persentase  
1. Permukiman 0,43 
KDB 23 0,43 100% 
KLB 2 0,04 9% 
KDH 19 0,34 79% 
2. 
Perdagangan 
dan Jasa 
2,08 
KDB 22 0,32 15% 
KLB 2 0,04 2% 
KDH 23 2,08 100% 
3. 
Pemerintahan 
dan 
Pelayanan 
Umum 
0,15 
KDB 0 0 0% 
KLB 0 0 0% 
KDH 0 0 0% 
Sumber: Hasil Analisis Tahun 2016 
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e. Koridor Jalan Dr. Wahidin 
  Analisis kesesuaian tata bangunan Koridor Jalan Dr. Wahidin 
pada wilayah Kelurahan Wameo dapat di lihat pada penjelasan berikut. 
Tabel 4.23 
Analisis Tata Bangunan pada Koridor Jalan Dr. Wahidin 
di Wilayah Kelurahan Wameo Tahun 2016 
Fungsi 
Bangunan 
Jumlah 
(Unit) 
Tata 
Bangunan 
Kondisi 
Eksisting 
Arahan 
RTBL 
Keterangan 
Permukiman 38 
KDB 88% Max 60% × Tidak Sesuai 
KLB 0,9 Max 1,8 Sesuai
GSB 1,2 m 3,5 m × Tidak Sesuai 
KDH 12% Min 20% × Tidak Sesuai
Perdagangan 
dan Jasa 
14 
KDB 96% Max 80% × Tidak Sesuai 
KLB 1,4 Max 2,4 Sesuai
GSB 1,1 m 3,5 m × Tidak Sesuai 
KDH 0% Min 10% × Tidak Sesuai 
Pendidikan 1 
KDB 80% Max 60% × Tidak Sesuai 
KLB 0,8 Max 1,2 Sesuai
GSB 1 m 3,5 m × Tidak Sesuai 
KDH 0% Min 20% × Tidak Sesuai 
Sumber: Hasil Analisis Tahun 2016 
 Dari tabel 4.23, diketahui bahwa tata bangunan fasilitas 
permukiman pada koridor jalan ini memiliki KDB, KDH dan GSB yang 
tidak sesuai dengan RTBL Kawasan Wameo, dimana KDB fasilitas ini 
yaitu 88% dari minimal 60% KDB yang diarahkan, KDH 12% dari 
minimal 20% dan GSB sebesar 1,1 meter dari 3,5 meter. Adapun KLB 
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fasilitas ini, meskipun rata-rata sudah sesuai namun masih terdapat 4 
dari 38 unit yang lebih dari 1,8. 
 Sedangkan pada fasilitas pedagangan dan jasa di koridor jalan 
ini, hampir semua memiliki tata bangunan yang tidak sesuai dengan 
RTBL Kawasan Wameo, seperti KDB sebesar 96% dari maximal 80%, 
GSB sebesar 1,1 meter dari 3,5 meter, dan KDH sebesar 0% dari 
minimal 10%. Sedangkan untuk fasilitas pendidikan mempunyai KDB, 
KDH, dan GSB yang tidak sesuai, hanya KLB yang sesuai dengan 
arahan RTBL Kawasan Wameo sebesar 0,8 dari max 1,2. 
Berdasarkan hasil analisis di Koridor Jalan Dr. wahidin, maka 
dapat diketahui seberapa besar ketidak sesuain tata bangunan yang ada 
pada koridor jalan ini. Dari luas deliniasi Koridor Jalan Dr. Wahidin 
yang sebesar 1,36 Ha, terdapat 1,22 Ha atau 50 unit bangunan dengan 
KDB yang tidak sesuai dengan arahan RTBL, sehingga besaran ketidak 
sesuaiannya adalah 90% dengan rincian, fasilitas permukiman 37 unit 
seluas 1,0 Ha, fasilitas perdagangan dan jasa 12 unit seluas 0,19 Ha, 
serta fasilitas pendidikan 1 unit seluas 0,03 Ha. Untuk KLB di koridor 
jalan ini terdapat 0,11 Ha atau 6 unit bangunan yang tidak sesuai dengan 
arahan RTBL, sehingga besaran ketidak sesuaiannya adalah 8% dimana 
fasilitas permukiman 4 unit seluas 0,06 dan fasilitas perdagangan dan 
jasa 2 unit seluas 0,05 Ha. Untuk KDH Koridor Jalan Dr. Wahidin ini 
terdapat 0,77 Ha atau 36 unit bangunan yang tidak sesuai dengan RTBL, 
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sehingga besaran ketidak sesuaiannya adalah sebesar 57% dengan 
rincian, fasilitas permukiman 21 unit seluas 0,44 Ha, fasilitas 
perdagangan dan jasa 14 unit seluas 0,3 Ha, dan fasilitas pendidikan 1 
unit seluas 0,03 Ha. Adapun untuk GSB pada koridor jalan ini 
mempunyai besaran ketidak sesuaian sebesar 100%. Untuk lebih 
jelasnya dapat di lihat pada tabel berikut. 
Tabel 4.24 
Besaran Ketidak Sesuaian Tata Bangunan pada Koridor Jalan Dr. 
Wahidin di Wilayah Kelurahan Wameo Tahun 2016 
No. 
Fungsi 
Bangunan 
Luas 
(Ha) 
Tata 
Bangunan 
Jumlah 
(Unit) 
Luas 
(Ha) 
Persentase  
1. Permukiman 1,03 
KDB 37 1,0 97% 
KLB 2 0,06 6% 
KDH 21 0,44 43% 
2. 
Perdagangan 
dan Jasa 
0,3 
KDB 12 0,19 63% 
KLB 2 0,05 17% 
KDH 14 0,3 100% 
3. Pendidikan 0,03 
KDB 1 0,03 100% 
KLB 0 0 0% 
KDH 1 0,03 100% 
Sumber: Hasil Analisis Tahun 2016 
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Dari hasil analisis tata bangunan pada 5 koridor jalan di Kelurahan 
Wameo tersebut, maka diketahui besaran ketidak sesuaian tata bangunan 
pada setiap fasilitas yang berada pada koridor-koridor jalan yang telah 
diamati. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel 4.25 berikut. 
Tabel 4.25 
Persentase Ketidak Sesuaian Tata Bangunan Pada 5 Koridor Jalan 
di Wilayah Kelurahan Wameo Tahun 2016 
Koridor 
Jalan 
Fungsi Bangunan 
Luas 
(Ha) 
KDB KLB KDH GSB 
Jalan 
Betoambari 
Permukiman 0,15 73% 0% 13% 100% 
Perdagangan dan Jasa 0,44 32% 0% 100% 100% 
Jalan 
Erlangga 
Permukiman 1,0 90% 10% 40% 100% 
Perdagangan dan Jasa 0,42 83% 0% 71% 100% 
Pergudangan 0,03 100% 0% 0% 100% 
Pendidikan 0,08 100% 0% 0% 100% 
Jalan Hayam 
Wuruk 
Permukiman 0,98 95% 4% 50% 100% 
Perdagangan dan Jasa 0,44 93% 0% 77% 100% 
Kesehatan 0,04 100% 0% 100% 100% 
Jalan 
Wakaaka 
Permukiman 0,43 100% 9% 79% 100% 
Perdagangan dan Jasa 2,08 15% 2% 100% 100% 
Pemerintahan dan 
Pelayanan Umum 
0,15 0% 0% 0% 100% 
Jalan Dr. 
Wahidin 
Permukiman 1,03 97% 6% 43% 100% 
Perdagangan dan Jasa 0,3 63% 17% 100% 100% 
Pendidikan 0,03 100% 0% 100% 100% 
Sumber: Hasil Analisis Tahun 2016 
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Tabel 4.25 tersebut menjelaskan bahwa besaran ketidak sesuaian 
koefisien dasar bangunan (KDB) pada fasilitas permukiman tertinggi yaitu 
pada koridor Jalan Wakaaka sebesar 100% dan terendah adalah koridor Jalan 
Betoambari sebesar 73%. Pada fasilitas perdagangan dan jasa KDB tertinggi 
yaitu koridor Jalan Hayam Wuruk sebesar 93% dan terendah yaitu koridor 
Jalan Wakaaka sebesar 15%. Adapun pada fasilitas sosial seperti pendidikan 
dan kesehatan rata-rata mempunyai besaran ketidak sesuaian sebesar 100%. 
Untuk besaran ketidak sesuaian koefisien dasar hijau (KDH) pada 
fasilitas permukiman, yang tertinggi berada pada koridor Jalan Wakaaka 
sebesar 79% dan terendah yaitu koridor Jalan Betoambari sebesar 13%. Pada 
fasilitas perdagangan dan jasa KDH yang terbesar berada pada koridor Jalan 
Betoambari, Jalan Wakaaka, dan Jalan Dr. Wahidin sebesar 100% dan 
terendah yaitu koridor Jalan Erlangga sebesar 71%. Sedangkan untuk garis 
sempadan bangunan (GSB) pada 5 koridor jalan tersebut rata-rata 
mempunyai besaran ketidak sesuaian sebesar 100%. 
Melihat dari besarnya ketidak sesuaian tata bangunan pada 5 koridor 
jalan di wilayah Kelurahan Wameo seperti koefisien dasar bangunan (KDB), 
koefisien dasar hijau (KDH), dan garis sempadan bangunan (GSB), maka 
untuk meminimalisir hal tersebut, perlu dilakukan pemberian disinsentif 
terhadap bangunan-bangunan yang mempunyai tata bangunan yang tidak 
sesuai dengan standar arahan RTBL Kawasan Wameo, seperti pengenaan 
pajak yang tinggi dan pembatasan penyediaan infrastruktur. 
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2. Analisis Tata Lingkungan Kelurahan Wameo 
Analisis tata lingkungan ini dilakukan dengan cara melihat kondisi 
eksisting tata lingkungan di Kelurahan Wameo dalam hal ini RTH privat, 
RTH publik dan sanitasi, yang kemudian menyesuaikannya dengan 
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008 tentang 
pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan 
perkotaan. Dengan demikian, dapat diketahui berapa besar kebutuhan ruang 
terbuka hijau di Kelurahan Wameo. 
a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Privat 
  Berdasarkan hasil pengamatan ruang terbuka hijau (RTH) 
privat di 5 koridor jalan yang ada di Kelurahan Wameo, diketahui 
bahwa rata-rata RTH privat untuk fasilitas permukiman adalah sebesar 
14%, sedangkan rata-rata RTH privat fasilitas perdagangan dan jasa 
adalah sebesar 1,2%, dan untuk fasilitas lainnya yaitu fasilitas kesehatan 
mempunyai RTH privat sebesar 10%, fasilitas pendidikan sebesar 10% 
serta fasilitas pemerintahan 35%. 
  Dari hasil tersebut, didapatkan fasilitas perdagangan dan jasa 
memiliki RTH privat dibawah 10% yaitu hanya sebesar 1%. Untuk 
memenuhi kebutuhan RTH privat sebesar 10%, maka fasilitas 
perdagangan dan jasa perlu untuk menyediakan RTH privat berupa 
penyediaan penanaman pohon untuk KDB dibawah 70%, penyediaan 
tanaman dalam pot untuk KDB 70% - 90%, dan menyediakan area 
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parkir terbuka dengan menggunakan pavin blok. Sedangakan untuk 
fasilitas permukiman yang memiliki RTH privat rata-rata sebesar 14% 
perlu adanya peningkatan, mengingat masih terdapat beberapa fasilitas 
permukiman yang tidak memiliki RTH privat. Untuk fasilitas kesehatan, 
fasilitas pendidikan dan fasilitas pemerintahan yang memiliki RTH 
privat 10% atau lebih maka proporsi tersebut harus tetap dipertahankan 
keberadaannya. 
b. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik 
  Dari hasil survey dan hasil olah data citra satelit menggunakan 
ArcGis, dapat diketahui bahwa ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) 
publik pada 5 koridor jalan di Kelurahan Wameo mempunyai besaran 
yaitu 0,63 Ha atau sebesar 8% dari total luas deliniasi 5 koridor jalan di 
wilayah Kelurahan Wameo sebesar 7,6 Ha, berupa pemakaman seluas 
0,35 Ha dan lahan kosong seluas 0,28 Ha. 
   Melihat belum optimalnya ruang terbuka hijau (RTH) publik 
pada 5 koridor jalan tersebut, maka dibutuhkan pengelolaan ruang 
terbuka hijau (RTH) publik yang baik, dimana lahan kosong yang 
tersedia sebesar 0,28 Ha dapat dimanfaatkan untuk dijadikan taman 
maupun lapangan olahraga. Sehingga, selain befungsi sebagai tempat 
resapan air juga dapat berfungsi sebagai tempat masyarakat saling 
berinteraksi. Selain itu, dibutuhkan adanya jalur hijau pada sepanjang 
koridor - koridor jalan di wilayah Kelurahan Wameo tersebut, yang 
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berfungsi sebagai peneduh bagi pejalan kaki maupun pengendara 
bermotor, serta bermanfaat untuk mengurangi pencemaran polusi dan 
menjaga kualitas air tanah. 
c. Sanitasi 
  Kondisi sanitasi di Kelurahan Wameo berdasarkan hasil 
observasi dalam hal pembuangan limbah rumah tangga atau sampah 
masih sangat buruk, dimana banyak sampah yang ditemukan di dalam 
drainase diakibatkan oleh sebagian masyarakat yang masih membuang 
sampah di sembarang tempat, serta sistem pengelolaan sampah yang 
tidak berjalan dengan baik mengakibatkan terjadinya penumpukan 
sampah di tempat pembuangan sementara (TPS) yang tersedia di 
Kelurahan Wameo ini. Sehingga, kondisi tersebut dapat memicu 
terjadinya berbagai macam penyakit dan kerusakan lingkungan. 
  Untuk menanggulangi masalah persampahan di Kelurahan 
Wameo, maka dibutuhkan sistem pengelolaan persampahan yang baik 
oleh dinas terkait untuk mengangkut sampah sesuai dengan jadwal yang 
telah diatur dan menyediakan sarana pengangkutan sampah seperti truk 
sampah yang cukup untuk mengangkut sampah-sampah yang dihasilkan 
masyarakat perharinya. Selain itu, perlu adanya kesadaran masyarakat 
akan pentingnya lingkungan hidup yang dapat dilakukan dengan cara 
sosialisasi ke masyarakat tentang lingkungan hidup dan dampak yang 
ditimbulkannya. 
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E. Peran Pemerintah Terhadap Tata Bangunan dan Lingkungan di Kelurahan 
Wameo 
Peran pemerintah dalam menciptakan tata bangunan dan lingkungan yang 
berkelanjutan sesuai dengan arahan yang telah ditetapkan sangat penting. Untuk 
menciptakan tata bangunan dan lingkungan yang berkelanjutan sesuai dengan 
arahan yang telah ditetapkan, maka dibutuhkan pengendalian, pengawasan dan 
sosialisasi mengenai produk-produk tata ruang kepada masyarakat. 
Terkait dengan tata bangunan dan lingkungan di Kelurahan Wameo, 
pemerintah khususnya Dinas Tata Kota dan Bangunan Kota Baubau telah 
melakukan berbagai upaya kepada masyarakat agar mendirikan bangunan tidak 
melanggar peraturan daerah. Menurut Ir. Muslihi, MT selaku Kepala Dinas Tata 
Kota dan Bangunan Kota Baubau, mengatakan pihaknya terus berupaya 
melakukan sosialisasi perda tentang tata kota dan bangunan kepada masyarakat 
mulai tentang peruntukan kawasan, baik kawasan pemerintahan, perumahan, 
pertokoan, dan termasuk kawasan ruang terbuka hijau (RTH) yang tidak bisa 
dibangun. Untuk itu, masyarakat diharapkan bisa memahami aturan daerah 
tentang kawasan-kawsan dilarang membangun, sehingga kepentingan 
masyarakan ke depan bisa berjalan baik. 
Mengenai pengendalian tata kota dan bangunan, pihaknya akan 
menindaklanjuti dan melakukan evaluasi terhadap bangunan-bangunan yang 
melanggar perda dan telah diterbitkan izinnya, untuk sanksi bagi masyarakat 
yang membangun dikawasan terlarang, pihaknya berupaya memberikan sanksi 
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sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun diakui dirinya dalam hal 
pengawasan masih mengalami kesulitan, oleh karena itu dia meminta pihak 
kelurahan maupun kecamatan untuk membantu mereka dalam melakukan 
pengawasan tata bangunan dan lingkungan. 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa peran 
pemerintah terhadap tata bangunan dan lingkungan di Kelurahan Wameo sudah 
cukup baik. Dimana pemerintah dalam hal ini Dinas Tata Kota dan Bangunan 
Kota Baubau sudah berupaya melakukan sosialisasi mengenai tata bangunan dan 
lingkungan kepada masyarakat, melakukan pengendalian dengan memberikan 
disinsentif kepada bangunan-bangunan yang melanggar perda tata ruang, serta 
melakukan pengawasan terhadap bangunan yang melakukan penambahan 
ataupun membangun baru sesuai dengan IMB yang ada, meskipun masih belum 
optimal akibat kurangnya SDM Dinas Tata Kota dan Bangunan Kota Baubau 
dalam hal pengawasan. Melihat hal tersebut, maka pemerintah ataupun Dinas 
Tata Kota dan Bangunan Kota Baubau perlu melakukan penambahan sumber 
daya manusia (SDM) yang berkualitas dalam melakukan pengawasan langsung 
terhadap bangunan yang sedang melakukan proses pembangunan. 
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F. Tata Bangunan dan Lingkungan dalam Perspektif Islam 
Penataan bangunan dan lingkungan sangat penting dilakukan untuk 
menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Ditinjau dalam perspektif 
Islam, beberapa ayat Al-Qur’an yang menjelaskan tentang pentingnya menjaga 
lingkungan di antaranya sebagai berikut. 
QS Al - A’raf / 7:56. 
ا
َ
لَوااِفِا
ْ
اوُدِسۡفُتاِضرۡ
َ ۡ
لۡٱاَاوااَهِحََٰلِۡصإاَدۡعَباُهوُعۡدٱااَتََۡحۡرا َِّنإاۚ اًعَمَطَوااٗفۡوَخاِ َّللّٱا
اَنِ  ماٞبِيرَقَاِينِسۡحُم
ۡ
لٱا٥٦ا 
Terjemahan :  
Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) 
dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. 
Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat 
kebaikan. (Kementrian Agama RI, Al – Qur’an dan Terjemahannya, 2016: 157) 
 
Dalam tafsir Al-Misbah, ayat ini melarang pengrusakan di bumi. 
Pengrusakan adalah salah satu bentuk pelampauan batas, karena itu, ayat ini 
melanjutkan tuntunan ayat yang lalu dengan menyatakan : dan janganlah kamu 
membuat kerusakan di bumi, sesudah perbaikannya yang dilakukan oleh Allah 
dan atau siapapun dan berdoalah serta beribadahlah kepada-Nya dalam keadaan 
takut sehingga kamu lebih khusyu’, dan lebih terdorong untuk mentaati-Nya dan 
dalam keadaan penuh harapan terhadap anugrah-Nya, termasuk pengabulan do’a 
kamu. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada al-muhsinin, yakni orang-
orang yang berbuat baik. 
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Alam raya telah diciptakan Allah swt. dalam keadaan yang sangat 
harmonis, serasi, dan memenuhi kebutuhan makhluk. Allah telah menjadikannya 
baik, bahkan memerintahkan hamba-hamba-Nya untuk memperbaikinya. 
Salah satu bentuk perbaikan yang dilakukan Allah, adalah dengan 
mengutus para nabi untuk meluruskan dan memperbaiki kehidupan yang kacau 
dalam masyarakat. Siapa yang tidak menyambut kedatangan rasul, atau 
menghambat misi mereka, maka dia telah melakukan salah satu bentuk 
pengrusakan di bumi. (Quraish Shihab, 2005: 123) 
Merusak setelah diperbaiki, jauh lebih buruk daripada merusaknya 
sebelum diperbaiki, atau pada saat dia buruk. Karena itu, ayat ini secara tegas 
menggaris bawahi larangan tersebut, walaupun tentunya memperparah kerusakan 
atau merusak yang baik juga amat tercela. (Quraish Shihab, 2005: 124) 
QS Ar - Rum / 30:41. 
َارَهَظاُاداَسَف
ۡ
لٱااِفِاِ  َب
ۡ
لٱاَاواِرۡحَ
ۡ
لۡٱاايِۡدي
َ
أاۡتَبَسَكااَِمباِساَّلنٱااَضۡعَبامُهَقيُِذِلِيِ
َّ
لَّٱا
اَنوُعِۡجَرياۡمُهَّلَعَلا
ْ
اُولِمَع٤١اا
Terjemahan : 
Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan 
tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka merasakan sebahagian dari 
(akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). 
(Kementrian Agama RI, Al – Qur’an dan Terjemahannya, 2016: 408) 
 
Dalam tafsir Al-Misbah, Kata zhahara pada mulanya berarti terjadinya 
sesuatu di permukaan bumi. Sehingga, karena dia di permukaan, maka menjadi 
nampak dan terang serta diketahui dengan jelas. Sedangkan kata al-fasad 
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menurut al-Ashfahani adalah keluarnya sesuatu dari keseimbangan, baik sedikit 
maupun banyak. Kata ini digunakan menunjuk apa saja, baik jasmani, jiwa, 
maupun hal-hal lain. (Quraish Shihab, 2005: 76) 
Ayat di atas menyebut darat dan laut sebagai tempat terjadinya fasad itu. 
Ini dapat berarti daratan dan lautan menjadi arena kerusakan, yang hasilnya 
keseimbangan lingkungan menjadi kacau. Inilah yang mengantar sementara 
ulama kontemporer memahami ayat ini sebagai isyarat tentang kerusakan 
lingkungan. (Quraish Shihab, 2005: 77) 
Selain kedua ayat tersebut, juga terdapat beberapa hadis yang 
menjelaskan tentang pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan di 
antaranya sebagai berikut. 
Anjuran Menanam Pohon 
اًْسرَغاُِسرْغَياٍِملْسُماْنِمااَم,اا ٌْيَْطاُْهنِماَلُك
ْ
أَيَفاًْعًرَزاُعَرَْزياْو
َ
أاْو
َ
أاٌناَْسِنإاْو
َ
أ
ٌاةَقَدَصِاِهبا ُ
َ
لَاَنَكَا
 
َِلإاٌةَْميَِهب 
“Tidaklah seorang Muslim menanam tanaman atau menabur benih, lalu 
memakan dari hasil tanamannya ; burung, manusia atau binatang melainkan 
Allah mencatat dari apa yang telah dimakan tadi sebagai sedekah baginya.” 
(Shahih Bukhari no. 2321). 
 
Imam Nawawi dalam kitab Syarah Shahih Muslim menuturkan bahwa 
hadits ini menjelaskan tentang keutamaan menanam pohon dan bercocok tanam, 
dan bahwasanya pahala orang yang mengerjakannya akan terus mengalir selama 
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pohon dan tanaman tersebut masih hidup dan berkembang biak hingga hari 
kiamat. (Syarah Shahih Muslim oleh Imam Nawawi 5/396) 
Dalam Tafsir al-Munir dijelaskan bahwa penggunaan kata “memakan” 
bisa mencakup segala bentuk pemanfaatan, jadi hadits di atas secara luas dapat 
diartikan “dimanfaatkan”, artinya orang yang menanam pohon akan mendapat 
pahala selama pohon tersebut masih dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup. 
Begitu pentingnya hal ini, sampai para ulama’ menetapkan bahwa 
bercocok tanam dan menanam pohon hukumnya fardhu kifayah, dan pemerintah 
wajib memerintahkan rakyatnya untuk mengerjakannya, sebagaimana dituturkan 
oleh Imam Qurthubi dalam Tafsir-nya. 
Menjaga Kebersihan Lingkungan 
اُتْدََجَوفااَهُِئ يََسوااَهُنَسَحاِتِ َّم
ُ
أاُلاَمْع
َ
أا َّ
َ
َعَلاْتَِضرُعااىَذ
َ ْ
لۡاااَِهلاَمْع
َ
أاِنِساََمَاِفِ
ِاقِير َّطلااِنَعاُطاَمُي 
"Semua amalan umatku ditampakkan kepadaku baik dan buruknya. Aku 
dapatkan di antara amal kebajikan adalah menghilangkan bahaya dari 
jalanan." (Shahih Muslim, no. 553). 
 
Maksud kata ىذأ dalam hadis tersebut adalah segala hal yang 
membahayakan atau mengganggu orang yang lewat, baik itu berupa duri, batu, 
kotoran dan hal-hal lainnya, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi. Secara 
lebih luas hadis di atas bisa dipahami bahwa kita dianjurkan untuk menjaga 
lingkungan agar selalu bersih, terutama tempat-tempat yang biasa dilewati 
banyak orang. 
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Berdasarkan ayat dan hadis serta penafsiran ulama di atas, maka dapat 
dipahami bahwa penataan bangunan dan lingkungan sangat penting artinya 
dalam kehidupan. Dimana dalam kaitannya dengan penelitian surah Al - A’raf 
ayat 56 menjelaskan kepada manusia untuk lebih berhati-hati dalam melakukan 
pembangunan dengan memperhatikan berbagai aspek kehidupan tanpa 
mengurangi kualitas lingkungan yang ada, agar tidak menimbulkan terjadinya 
kerusakan lingkungan yang dapat menyebabkan suatu bencana. 
Pada surah Ar - Rum ayat 41 dalam kaitannya dengan penelitian, 
menjelaskan bahwa terjadinya penurunan kualitas lingkungan akibat 
pembangunan yang tidak teratur disebabkan oleh perbuatan masyarakat sendiri 
yang tidak mengikuti arahan-arahan yang telah dibuat oleh pemerintah. 
Sedangkan pada hadis Shahih Bukhari, no. 2321 menjelaskan pentingnya untuk 
menanam pohon dan menciptakan ruang terbuka hijau (RTH) pada koridor-
koridor jalan di Kelurahan Wameo, serta hadis Shahih Muslim, no. 553 yang 
menjelaskan untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih dengan tidak 
membuang sampah di sembarang tempat. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dibahas pada bab 
sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diperoleh untuk menjawab rumusan 
masalah penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Dari hasil analisis tata bangunan dan lingkungan pada 5 koridor jalan di 
Kelurahan Wameo, diketahui bahwa : 
- Rata-rata fasilitas permukiman mempunyai besaran ketidak sesuaian KDB 
sebesar 94%, KDH 47%, dan KLB 4%, pada fasilitas perdagangan dan 
jasa besaran ketidak sesuaian KDB sebesar 38%, KDH 94%, dan KLB 
2%. Sedangkan pada fasilitas sosial seperti pendidikan mempunyai 
besaran ketidak sesuaian KDB sebesar 100% dan KDH 27%, serta fasilitas 
kesehatan mempunyai besaran ketidak sesuaian KDB sebesar 100% dan 
KDH 100%. Adapun besaran ketidak sesuaian GSB pada 5 koridor jalan 
tersebut sebesar 100%.  
- Perlu dilakukan pemberian disinsentif terhadap bangunan-bangunan yang 
tidak sesuai dengan arahan RTBL Kawasan Wameo, seperti pengenaan 
pajak yang tinggi dan pembatasan penyediaan infrastruktur. 
- Dibutuhkan penyediaan penanaman pohon untuk KDB dibawah 70%, 
penyediaan tanaman dalam pot untuk KDB 70% - 90%, dan menyediakan 
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area parkir terbuka dengan menggunakan pavin blok pada RTH Privat 
fasilitas perdagangan dan jasa untuk memenuhi kebutuhan RTH privat 
sebesar 10%. 
- Untuk mengoptimalkan RTH publik pada 5 koridor jalan di Kelurahan 
Wameo, maka lahan kosong yang tersedia sebesar 0,28 Ha dimanfaatkan 
sebagai taman maupun lapangan olahraga, serta dibutuhkan adanya jalur 
hijau pada koridor-koridor jalan di Kelurahan Wameo. 
- Dalam hal sanitasi, dibutuhkan sistem pengelolaan persampahan yang baik 
oleh dinas terkait dan menyediakan sarana pengangkutan sampah seperti 
truk, yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, serta perlu 
adanya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya lingkungan hidup. 
2. Peran pemerintah dalam hal tata bangunan dan lingkungan di Kelurahan 
Wameo sudah cukup baik, dimana Dinas Tata Kota dan Bangunan Kota 
Baubau telah melakukan berbagai upaya seperti sosialisasi, pengendalian dan 
pengawasan. Namun dalam hal pengawasan, Dinas Tata Kota dan Bangunan 
Kota Baubau masih mengalami keterbatasan, sehingga perlu adanya 
penambahan SDM untuk melakukan pengawasan secara langsung. 
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B. Saran 
Berdasarkan hasil kesimpulan, adapun saran yang dapat dikemukakan 
dalam penelitian ini, antara lain: 
1. Kepada pemerintah Kota Baubau khusunya Dinas Tata Kota dan Bangunan 
Kota Baubau dan Dinas Kebersihan Kota Baubau , meliputi:  
a. Terus melakukan peningkatan pengendalian dan pengawasan terhadap tata 
bangunan dan lingkungan di Kelurahan Wameo khusunya bangunan-
bangunan yang tidak sesuai dengan arahan RTBL Kawasan Wameo.  
b. Berupaya untuk menciptakan ruang terbuka hijau (RTH) yang sesuai 
dengan Permen PU No: 05/PRT/M/2008 tentang pedoman penyediaan dan 
pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan, dengan proporsi 
minimal 30%, yang terdiri dari 20% RTH publik, dan 10% RTH privat. 
c. Meningkatkan sistem pengelolaan persampahan yang baik dan 
menyediakan sarana pengangkutan sampah yang cukup untuk melayani 
masyarakat. 
2. Kepada masyarakat Kelurahan Wameo, agar memelihara lingkungan 
hidupnya dengan kesadaran untuk tidak membuang sampah disembarang 
tempat, seperti pada jalan dan saluran drainase, serta berperan dalam 
pelaksanaan program-program pemerintah pada wilayah Kelurahan Wameo. 
3. Kepada peneliti selanjutnya, untuk mengkaji lebih dalam terkait masalah 
lingkungan dan kebutuhan ruang tebuka hijau (RTH) di Kelurahan Wameo. 
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* Data diambil dari arah timur ke barat Wilayah Kelurahan Wameo 
 
 
 
 
 
 
No Koridor Jalan Jenis Bangunan KDH KDB KLB TB 
1. Jl. Betoambari Perdagangan dan Jasa 0% 80% 0,8 1 
2. Jl. Betoambari Permukiman 30% 70% 0,7 1 
3. Jl. Betoambari Perdagangan dan Jasa 0% 90% 0,9 1 
4. Jl. Betoambari Permukiman 20% 80% 0,8 1 
5. Jl. Betoambari Perdagangan dan Jasa 0% 80% 0,8 1 
6. Jl. Betoambari Perdagangan dan Jasa 0% 80% 2,4 3 
7. Jl. Betoambari Perdagangan dan Jasa 20% 80% 2,4 3 
8. Jl. Betoambari Permukiman 0% 80% 1,6 2 
9. Jl. Betoambari Perdagangan dan Jasa 0% 80% 1,6 2 
10. Jl. Betoambari Permukiman 30% 70% 0,7 1 
11. Jl. Betoambari Perdagangan dan Jasa 0% 100% 1 1 
12. Jl. Betoambari Perdagangan dan Jasa 0% 80% 1,6 2 
13. Jl. Betoambari Permukiman 0% 90% 1,8 2 
14. Jl. Betoambari Perdagangan dan Jasa 0% 80% 1,6 2 
15. Jl. Betoambari Perdagangan dan Jasa 0% 80% 1,6 2 
Data Tata Bangunan dan Lingkungan Koridor Jalan Erlangga 
Pada Wilayah Kelurahan Wameo Tahun 2016 
 
 Bangunan Sebelah Kiri Koridor Jalan Erlangga 
No Koridor Jalan Jenis Bangunan KDH KDB KLB TB 
1. 
Jl. Erlangga RTH 100% 0% 0 0 
2. 
Jl. Erlangga Perdagangan dan Jasa 0% 100% 2 2 
3. 
Jl. Erlangga Permukiman 10% 90% 0,9 1 
4. 
Jl. Erlangga Perdagangan dan Jasa 0% 100% 1 1 
5. 
Jl. Erlangga Perdagangan dan Jasa 0% 100% 1 1 
6. 
Jl. Erlangga Permukiman 20% 80% 1 1 
7. 
Jl. Erlangga Perdagangan dan Jasa 0% 100% 2 2 
8. 
Jl. Erlangga Permukiman 30% 70% 0,7 1 
9. 
Jl. Erlangga Permukiman 30% 70% 1,4 2 
10. 
Jl. Erlangga Permukiman 10% 90% 1,8 2 
11. 
Jl. Erlangga Permukiman 20% 80% 0,8 1 
12. 
Jl. Erlangga Perdagangan dan Jasa 0% 80% 1,6 2 
13. 
Jl. Erlangga Perdagangan dan Jasa 20% 80% 1,6 2 
14. 
Jl. Erlangga Permukiman 20% 80% 0,8 1 
15. 
Jl. Erlangga Perdagangan dan Jasa 10% 90% 0,9 1 
16. 
Jl. Erlangga Permukiman 20% 80% 0,8 1 
17. 
Jl. Erlangga Perdagangan dan Jasa 0% 100% 1 1 
18. 
Jl. Erlangga Perdagangan dan Jasa 0% 100% 1 1 
19. 
Jl. Erlangga Permukiman 0% 100% 1 1 
20. 
Jl. Erlangga Perdagangan dan Jasa 0% 100% 1 1 
21. 
Jl. Erlangga Perdagangan dan Jasa 20% 80% 0,8 1 
22. 
Jl. Erlangga Permukiman 20% 80% 0,8 1 
23. 
Jl. Erlangga Permukiman 10% 90% 0,9 1 
24. 
Jl. Erlangga Perdagangan dan Jasa 0% 100% 1 1 
25. 
Jl. Erlangga Permukiman 0% 100% 1 1 
26. 
Jl. Erlangga Perdagangan dan Jasa 0% 100% 2 2 
27. 
Jl. Erlangga Permukiman 30% 70% 0,7 1 
28. 
Jl. Erlangga Permukiman 40% 60% 0,6 1 
29. 
Jl. Erlangga Permukiman 40% 60% 0,6 1 
30. 
Jl. Erlangga Permukiman 20% 80% 0,8 1 
31. 
Jl. Erlangga Permukiman 30% 70% 0,7 1 
32. 
Jl. Erlangga Permukiman 20% 80% 0,8 1 
33. 
Jl. Erlangga Perdagangan dan Jasa 10% 90% 0,9 1 
34. 
Jl. Erlangga Permukiman 30% 70% 0,7 1 
* Data diambil dari arah barat ke timur Wilayah Kelurahan Wameo 
 Bangunan Sebelah Kanan Koridor Jalan Erlangga 
No Koridor Jalan Jenis Bangunan KDH KDB KLB TB 
1. 
Jl. Erlangga RTH 100% 0% 0 0 
2. 
Jl. Erlangga Permukiman 40% 60% 0,6 1 
3. 
Jl. Erlangga Permukiman 0% 100% 2 2 
4. 
Jl. Erlangga Permukiman 30% 70% 0,7 1 
5. 
Jl. Erlangga Pergudangan 20% 80% 0,8 1 
6. 
Jl. Erlangga Permukiman 0% 100% 1 1 
7. 
Jl. Erlangga Permukiman 20% 80% 0,8 1 
8. 
Jl. Erlangga Permukiman 20% 80% 0,8 1 
9. 
Jl. Erlangga Perdagangan dan Jasa 0% 100% 1 1 
10. 
Jl. Erlangga Permukiman 0% 100% 2 2 
11. 
Jl. Erlangga Perdagangan dan Jasa 0% 100% 1 1 
12. 
Jl. Erlangga Perdagangan dan Jasa 0% 100% 1 1 
13. 
Jl. Erlangga Permukiman 10% 90% 0,9 1 
14. 
Jl. Erlangga Permukiman 0% 100% 1 1 
15. 
Jl. Erlangga Pendidikan 20% 80% 0,8 1 
16. 
Jl. Erlangga Perdagangan dan Jasa 0% 100% 1 1 
17. 
Jl. Erlangga Permukiman 30% 70% 0,7 1 
18. 
Jl. Erlangga Permukiman 0% 100% 1 1 
19. 
Jl. Erlangga Perdagangan dan Jasa 0% 100% 2 2 
20. 
Jl. Erlangga Permukiman 10% 90% 0,9 1 
21. 
Jl. Erlangga Permukiman 0% 100% 1 1 
22. 
Jl. Erlangga Permukiman 0% 100% 1 1 
23. 
Jl. Erlangga Permukiman 0% 100% 2 2 
24. 
Jl. Erlangga Permukiman 0% 100% 2 2 
25. 
Jl. Erlangga Perdagangan dan Jasa 0% 100% 1 1 
26. 
Jl. Erlangga Permukiman 30% 70% 0,7 1 
27. 
Jl. Erlangga Permukiman 0% 100% 2 2 
28. 
Jl. Erlangga Perdagangan dan Jasa 0% 100% 1 1 
* Data diambil dari arah barat ke timur Wilayah Kelurahan Wameo 
 
 
 
Data Tata Bangunan dan Lingkungan Koridor Jalan Hayam Wuruk 
Pada Wilayah Kelurahan Wameo Tahun 2016 
 
 Bangunan Sebelah Kiri Koridor Jalan Hayam Wuruk 
No Koridor Jalan Jenis Bangunan KDH KDB KLB TB 
1. 
Jl. Hayam Wuruk Permukiman 20% 80% 0,8 1 
2. 
Jl. Hayam Wuruk Permukiman 0% 100% 1 1 
3. 
Jl. Hayam Wuruk Perdagangan dan Jasa 0% 100% 1 1 
4. 
Jl. Hayam Wuruk Permukiman 0% 100% 1 1 
5. 
Jl. Hayam Wuruk Permukiman 0% 100% 1 1 
6. 
Jl. Hayam Wuruk Permukiman 0% 100% 2 2 
7. 
Jl. Hayam Wuruk Permukiman 20% 80% 0,8 1 
8. 
Jl. Hayam Wuruk Permukiman 0% 100% 1 1 
9. 
Jl. Hayam Wuruk Perdagangan dan Jasa 0% 100% 1 1 
10. 
Jl. Hayam Wuruk Permukiman 30% 70% 0,7 1 
11. 
Jl. Hayam Wuruk Perdagangan dan Jasa 0% 90% 0,9 1 
12. 
Jl. Hayam Wuruk Permukiman 0% 100% 1 1 
13. 
Jl. Hayam Wuruk Permukiman 10% 90% 0,9 1 
14. 
Jl. Hayam Wuruk Perdagangan dan Jasa 0% 100% 1 1 
15. 
Jl. Hayam Wuruk Permukiman 10% 90% 0,9 1 
16. 
Jl. Hayam Wuruk Permukiman 40% 60% 1,2 2 
17. 
Jl. Hayam Wuruk Permukiman 30% 70% 0,7 1 
18. 
Jl. Hayam Wuruk Permukiman 30% 70% 1,4 2 
19. 
Jl. Hayam Wuruk Permukiman 10% 90% 0,9 1 
20. 
Jl. Hayam Wuruk Perdagangan dan Jasa 0% 90% 0,9 1 
21. 
Jl. Hayam Wuruk Perdagangan dan Jasa 10% 90% 0,9 1 
22. 
Jl. Hayam Wuruk Permukiman 20% 80% 0,8 1 
23. 
Jl. Hayam Wuruk Permukiman 20% 80% 0,8 1 
* Data diambil dari arah barat ke timur Wilayah Kelurahan Wameo 
 Bangunan Sebelah Kanan Koridor Jalan Hayam Wuruk 
No Koridor Jalan Jenis Bangunan KDH KDB KLB TB 
1. 
Jl. Hayam Wuruk Perdagangan dan Jasa 0% 100% 1 1 
2. 
Jl. Hayam Wuruk Permukiman 10% 90% 0,9 1 
3. 
Jl. Hayam Wuruk Perdagangan dan Jasa 0% 100% 1 1 
4. 
Jl. Hayam Wuruk Permukiman 20% 80% 0,8 1 
5. 
Jl. Hayam Wuruk Perdagangan dan Jasa 0% 100% 1 1 
6. 
Jl. Hayam Wuruk Permukiman 20% 80% 1,6 2 
7. 
Jl. Hayam Wuruk Permukiman 20% 80% 1,6 2 
8. 
Jl. Hayam Wuruk Permukiman 0% 100% 1 1 
9. 
Jl. Hayam Wuruk Permukiman 0% 100% 1 1 
10. 
Jl. Hayam Wuruk Permukiman 0% 100% 2 2 
11. 
Jl. Hayam Wuruk Permukiman 0% 100% 1 1 
12. 
Jl. Hayam Wuruk Permukiman 10% 90% 0,9 1 
13. 
Jl. Hayam Wuruk Permukiman 0% 100% 1 1 
14. 
Jl. Hayam Wuruk Perdagangan dan Jasa 0% 100% 1 1 
15. 
Jl. Hayam Wuruk Permukiman 30% 70% 0,7 1 
16. 
Jl. Hayam Wuruk Perdagangan dan Jasa 20% 80% 0,8 1 
17. 
Jl. Hayam Wuruk Perdagangan dan Jasa 0% 90% 1,8 2 
18. 
Jl. Hayam Wuruk Perdagangan dan Jasa 0% 100% 1 1 
19. 
Jl. Hayam Wuruk Permukiman 0% 100% 1 1 
20. 
Jl. Hayam Wuruk Perdagangan dan Jasa 20% 80% 0,8 1 
21. 
Jl. Hayam Wuruk Permukiman 0% 100% 1 1 
22. 
Jl. Hayam Wuruk Perdagangan dan Jasa 0% 100% 1 1 
23. 
Jl. Hayam Wuruk Permukiman 0% 100% 1 1 
24. 
Jl. Hayam Wuruk Permukiman 0% 100% 1 1 
25. 
Jl. Hayam Wuruk Pemakaman 100% 0% 0 0 
26. 
Jl. Hayam Wuruk Perdagangan dan Jasa 0% 100% 1 1 
27. 
Jl. Hayam Wuruk Permukiman 10% 90% 0,9 1 
28. 
Jl. Hayam Wuruk Permukiman 30% 70% 0,7 1 
29. 
Jl. Hayam Wuruk Permukiman 20% 80% 0,8 1 
30. 
Jl. Hayam Wuruk Kesehatan 10% 90% 0,9 1 
31. 
Jl. Hayam Wuruk Pemakaman 100% 0% 0 0 
* Data diambil dari arah barat ke timur Wilayah Kelurahan Wameo 
 
 
 
 
 
 
 
Data Tata Bangunan dan Lingkungan Koridor Jalan Wakaaka 
Pada Wilayah Kelurahan Wameo Tahun 2016 
 
 Bangunan Sebelah Kiri Koridor Jalan Wakaaka 
No Koridor Jalan Jenis Bangunan KDH KDB KLB TB 
1. 
Jl. Wakaaka Perkantoran 40% 60% 0,6 1 
2. 
Jl. Wakaaka Perdagangan dan Jasa 0% 80% 1,6 2 
3. 
Jl. Wakaaka Perkantoran 30% 70% 0,7 1 
4. 
Jl. Wakaaka Perdagangan dan Jasa 0% 90% 2,7 3 
5. 
Jl. Wakaaka Permukiman 10% 90% 0,9 1 
6. 
Jl. Wakaaka Perdagangan dan Jasa 0% 100% 1 1 
7. 
Jl. Wakaaka Permukiman 10% 90% 0,9 1 
8. 
Jl. Wakaaka Permukiman 20% 80% 0,8 1 
9. 
Jl. Wakaaka Permukiman 10% 90% 0,9 1 
10. 
Jl. Wakaaka Permukiman 0% 100% 1 1 
11. 
Jl. Wakaaka Permukiman 10% 90% 0,9 1 
12. 
Jl. Wakaaka Permukiman 10% 90% 1,6 2 
13. 
Jl. Wakaaka Permukiman 10% 90% 0,9 1 
14. 
Jl. Wakaaka Permukiman 10% 90% 0,9 1 
15. 
Jl. Wakaaka Perdagangan dan Jasa 0% 90% 1,6 2 
16. 
Jl. Wakaaka Permukiman 0% 100% 1 1 
17. 
Jl. Wakaaka Permukiman 0% 100% 2 2 
* Data diambil dari arah barat ke timur Wilayah Kelurahan Wameo 
 
 
 Bangunan Sebelah Kanan Koridor Jalan Wakaaka 
No Koridor Jalan Jenis Bangunan KDH KDB KLB TB 
1. 
Jl. Wakaaka Perdagangan dan Jasa 0% 100% 2 2 
2. 
Jl. Wakaaka Perdagangan dan Jasa 0% 100% 1 1 
3. 
Jl. Wakaaka Perdagangan dan Jasa 0% 100% 2 2 
4. 
Jl. Wakaaka Perdagangan dan Jasa 0% 100% 2 2 
5. 
Jl. Wakaaka Perdagangan dan Jasa 0% 100% 2 2 
6. 
Jl. Wakaaka Perdagangan dan Jasa 0% 100% 1 1 
7. 
Jl. Wakaaka Permukiman 0% 90% 1,8 2 
8. 
Jl. Wakaaka Perdagangan dan Jasa 0% 90% 0,9 1 
9. 
Jl. Wakaaka Perdagangan dan Jasa 0% 100% 1 1 
10. 
Jl. Wakaaka Perdagangan dan Jasa 0% 100% 2 2 
11. 
Jl. Wakaaka Perdagangan dan Jasa 0% 100% 2 2 
12. 
Jl. Wakaaka Perdagangan dan Jasa 0% 100% 1 1 
13. 
Jl. Wakaaka Perdagangan dan Jasa 0% 90% 2,7 3 
14. 
Jl. Wakaaka Permukiman 0% 90% 1,8 2 
15. 
Jl. Wakaaka Perdagangan dan Jasa 0% 100% 1 1 
16. 
Jl. Wakaaka Permukiman 0% 100% 1 1 
17. 
Jl. Wakaaka Permukiman 0% 100% 3 3 
18. 
Jl. Wakaaka Permukiman 20% 80% 0,8 1 
19. 
Jl. Wakaaka Permukiman 10% 90% 0,9 1 
20. 
Jl. Wakaaka Perdagangan dan Jasa 0% 90% 0,9 1 
21. 
Jl. Wakaaka Permukiman 0% 100% 1 1 
22. 
Jl. Wakaaka Permukiman 10% 90% 0,9 1 
23. 
Jl. Wakaaka Perdagangan dan Jasa 0% 90% 0,9 1 
24. 
Jl. Wakaaka Perdagangan dan Jasa 0% 90% 1,8 2 
25. 
Jl. Wakaaka Perdagangan dan Jasa 0% 100% 1 1 
26. 
Jl. Wakaaka Perdagangan dan Jasa 0% 100% 2 2 
27. 
Jl. Wakaaka Perdagangan dan Jasa 0% 100% 2 2 
28. 
Jl. Wakaaka Permukiman 0% 100% 1 1 
29. 
Jl. Wakaaka Permukiman 0% 100% 1 1 
30. 
Jl. Wakaaka Permukiman 30% 70% 0,7 1 
31. 
Jl. Wakaaka Permukiman 20% 80% 0,8 1 
* Data diambil dari arah barat ke timur Wilayah Kelurahan Wameo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data Tata Bangunan dan Lingkungan Koridor Jalan Dr. Wahidin 
Pada Wilayah Kelurahan Wameo Tahun 2016 
 
No Koridor Jalan Jenis Bangunan KDH KDB KLB TB 
1. 
Jl. Dr. Wahidin Perdagangan dan Jasa 0% 100% 1 1 
2. 
Jl. Dr. Wahidin Permukiman 20% 80% 0,8 1 
3. 
Jl. Dr. Wahidin Permukiman 10% 90% 0,9 1 
4. 
Jl. Dr. Wahidin Permukiman 0% 100% 1 1 
5. 
Jl. Dr. Wahidin Permukiman 20% 80% 0,8 1 
6. 
Jl. Dr. Wahidin Permukiman 30% 70% 0,7 1 
7. 
Jl. Dr. Wahidin Perdagangan dan Jasa 0% 90% 2,7 3 
8. 
Jl. Dr. Wahidin Perdagangan dan Jasa 0% 100% 1 1 
9. 
Jl. Dr. Wahidin Permukiman 20% 80% 0,8 1 
10. 
Jl. Dr. Wahidin Perdagangan dan Jasa 0% 80% 1,6 2 
11. 
Jl. Dr. Wahidin Permukiman 0% 100% 1 1 
12. 
Jl. Dr. Wahidin Permukiman 40% 60% 0,6 1 
13. 
Jl. Dr. Wahidin Permukiman 30% 70% 0,7 1 
14. 
Jl. Dr. Wahidin Perdagangan dan Jasa 0% 80% 1,6 2 
15. 
Jl. Dr. Wahidin Perdagangan dan Jasa 0% 100% 1 1 
16. 
Jl. Dr. Wahidin Permukiman 20% 80% 0,8 1 
17. 
Jl. Dr. Wahidin Perdagangan dan Jasa 0% 100% 1 1 
18. 
Jl. Dr. Wahidin Permukiman 30% 70% 0,7 1 
19. 
Jl. Dr. Wahidin Permukiman 20% 80% 0,8 1 
20. 
Jl. Dr. Wahidin RTH 100% 0% 0 0 
21. 
Jl. Dr. Wahidin RTH 100% 0% 0 0 
22. 
Jl. Dr. Wahidin Permukiman 20% 80% 0,8 1 
23. 
Jl. Dr. Wahidin Permukiman 10% 90% 0,9 1 
24. 
Jl. Dr. Wahidin Permukiman 10% 90% 0,9 1 
25. 
Jl. Dr. Wahidin Permukiman 30% 70% 0,7 1 
26. 
Jl. Dr. Wahidin Pendidikan 0% 80% 0,8 1 
27. 
Jl. Dr. Wahidin RTH 100% 0% 0 0 
28. 
Jl. Dr. Wahidin Permukiman 20% 80% 0,8 1 
29. 
Jl. Dr. Wahidin Permukiman 0% 100% 1 1 
30. 
Jl. Dr. Wahidin Permukiman 0% 100% 1 1 
31. 
Jl. Dr. Wahidin Permukiman 20% 80% 0,8 1 
32. 
Jl. Dr. Wahidin Permukiman 0% 100% 1 1 
33. 
Jl. Dr. Wahidin Perdagangan dan Jasa 0% 100% 1 1 
34. 
Jl. Dr. Wahidin Permukiman 0% 100% 1 1 
35. 
Jl. Dr. Wahidin Permukiman 10% 90% 0,9 1 
36. 
Jl. Dr. Wahidin Permukiman 20% 80% 0,8 1 
37. 
Jl. Dr. Wahidin Permukiman 0% 100% 1 1 
38. 
Jl. Dr. Wahidin Perdagangan dan Jasa 0% 100% 1 1 
39. 
Jl. Dr. Wahidin Perdagangan dan Jasa 0% 100% 3 3 
40. 
Jl. Dr. Wahidin Permukiman 20% 80% 0,8 1 
41. 
Jl. Dr. Wahidin Perdagangan dan Jasa 0% 100% 1 1 
42. 
Jl. Dr. Wahidin Permukiman 0% 100% 2 2 
43. 
Jl. Dr. Wahidin Permukiman 0% 100% 1 1 
44. 
Jl. Dr. Wahidin Permukiman 10% 90% 0,9 1 
45. 
Jl. Dr. Wahidin Permukiman 10% 90% 0,9 1 
46. 
Jl. Dr. Wahidin Permukiman 0% 100% 1 1 
47. 
Jl. Dr. Wahidin Perdagangan dan Jasa 0% 100% 1 1 
48. 
Jl. Dr. Wahidin Perdagangan dan Jasa 0% 100% 1 1 
49. 
Jl. Dr. Wahidin Permukiman 0% 100% 2 2 
50. 
Jl. Dr. Wahidin Permukiman 0% 100% 2 2 
51. 
Jl. Dr. Wahidin Permukiman 20% 80% 1 1 
52. 
Jl. Dr. Wahidin Permukiman 0% 100% 1 1 
53. 
Jl. Dr. Wahidin Permukiman 0% 100% 1 1 
54. 
Jl. Dr. Wahidin Permukiman 0% 100% 2 2 
* Data diambil dari arah selatan ke utara Wilayah Kelurahan Wameo 
CATATAN : 
1. KDH  : Koefisien Dasar Hijau 
2. KDB  : Koefisien Dasar Bangunan 
3. KLB  : Koefisien Lantai Bangunan 
4. TB  : Tinggi Bangunan 
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